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I-MHERE Univeraitas Brawijaya Rese8rch Grant, Novemh 2010, 
Pengembangan Model Pembslajaran LegMtif Drafting Dan Contract 
Drafting Berbasis Komunita$ Sebgai Upaya Pemberdaym Desa Di 
Sekitar Huten Yang Berorientasi p&a Pemberdayaan BUMOES (Studi Di 
Desa Smber Bendo Kecamatan Saradm Ksbupah Mdiun) 
Tim PeneI'i : Ummu Hilmy S.H M.H. Amelia Sri Kusuma Dewi S.H M.Kn, 
Ngesti D. Prasetyo S.H M.H 
Desa Sumbetbendo rnerupakan salah satu desa di Kecamatan 
Saradan yang letaknya sangat temncil. Secara gqfatis Desa 
Sumberbendo Wade dalam kawgsan hum p@hu2ani yang mbalah utara 
berbatasan langsung dengen Wayah hutan Bojonegoro. 
Hambatan kemampuan pemerintahan deea dan masyarakat deaa 
Surnber Bendo d a h  membuat peratwan petundang-undisngan dan 
inshumen hukurn lainnya adalah Minimnya a- ma8yareW terhadap 
infmasi dan pengetahuan hukum men@ngat bahwa wilayah Desa 
Surnberbendo terpendl dm diitegorjkan &gai desa Wnggal, 
Minirnnya eumber Daya Manusia yang memilik keahtlan di W n g  hukunl 
dan perundangundangan (bisa d i m  pada kecilnya SDM sajana 
hukwn2, Adanya rasa takut, bingung, dan ragu dari masyarakat khusunya 
berkaitan dengan konsistensi produk hukum, konsiderans, maupun 
redaksi pemg)atuTan. Wum opthnalhya pem BPD dalsm menjaring 
aspirasi masyarakat desa dalam pernWkan produk huhm. 
Peiuang dad dari myarakat dan pemerintahan Swmber 
Bendo ; Berkembangnya teknologi kamunikasi dan inform@ d$lm 
bentuk (telepon, hp, internet) yang dapat berperan sshgai sarana unhrk 
memperkuat basis kormunikasi msa.Membuka k e m h n  stra@is 
denpn perguruam tinggi ataupun LSM yang fokw pada kajian otonomi 
damh dan pewrintatmn desa. Keberadaan M r a n  desa sangat 
penting sebagai pay- hukum bagi pmyelenggaraen pemerintahan desa 
sekaligus sebagai media unkrk nrengetola dana hbah dari pemerintah 
pusat maupun pemerintah provinsi Jawa Tiur .  
Model pembekjam fegiW d d n g  dan Contract Drafting, 
tmbagal upaya pembsrdayaan pamdMh desa dl sekhr hotan yang 
dapat m n g h d k m  Peraturen dew yang berorientasi pada pendirian 
Badan Usaha Milik Desa adelah drrnpn melalui pendidtkm berbasis 
komunitas. Pendidiin behasis kornunita.s id menggunirkan 2 mewe 
yakni : metode inwstigasi dan metode pemecatwPn maalah. Metode 
i n ~ e s t ~ w i  penggunaan rnetode dalam kegiatan pembewaran dengan 
jalan rmelatih pearta  menghadapi berbsgai mesalab bai ltu masalah 
desa maupun masalah kelompok untuk dipeoahkan sendiri atau s e a m  
bemama-sama.Sedangkan Metode permahan mawXah adalah 
penggunaan m e w  ddam kegiatan pembdajaran Wgan jatan melatih 
peserta menghadepi berbagai masalah baik itu masaleh desa maupm 



















l r W R E  of Srawljaya University, Resea!Fdh bkivembet 201 0. Learning 
Model Develqmeqt Contmcl DraRing Lggislativv Dratting And Commpniby- 
Based Efforts For Village EmpowCmqt .&aii~d Fotlest.Qriint& Empo-nt 
BU.hlDw (Studies Sumbcrbendo Village Madim 'Q,wty DirRrjst Sadam3 
Rewarqbars: Urnmu Hilmy S.H M.H, Amelia Sri Kuswma k w i  S-H M.* 
Ngesti 1). Prolsetyo S.H M H  
Swbetbendo Viltage is one of the viftages in rhe distFlct M d a n  located 
very s mote. Oeagraphicall~ located in the village Suabenbando perhutmi forest 
arkas which di@& rhe,mrthem hest region %ojbney,ori,, 
Barrim to tiw he.ilii of village ad ~ r a l  commmikies Resources Rend0 
in m . m g  laws and otficr legal in-struments ib the lalack of p&Ik e s 6  tu 
hfonnation and lol&vledge of law riven that the Villsae area S~iimbe&n& 
categorized as remote and-underdrve&d viNagesThe lac-k of hlnnan resources 
is bavina an expertise in the field of law and legislation (can be seen in his small 
- 
law m~wafes$ ,paesmoe of fears canfusion, and tloubt f&h - public 
eqeehlly the'law fkkathg ta:produot cbnsiwcy .komiderans ,w editor-i~lsettirig 
.not yct opPim.d rciR BPD in the village wmmunity aspiraflion in the f m ~ t i o n  of 
a legal pduct. 
Q p p o m i t h  from ihe ooapmwniry .and village p e ~ m q t t  Sumkrbendo. 
The &wlqpment of Eomm.wiwtion and itifomation tdurohyg in  tHle fotm 
(phone,, hp, !internet) that can serve as a rnutns to strerlgth& the dtfmmunaoation 
b a s  masg . Strategic ptnemhips with mi+wsit& at NGOs that focus on ths 
study of ~mgional aa~tiomy .and t h e , . ~ i l i w  govmiwnt. 'The ex&qce of village 
rt&Saion is very. important as fhe i m l  m b m l Q  f ir  the o ~ g a n i z a t ~  of vil'ikge 
&~vmtnent  8S well as media to manage grants from ixmial govemmmt and 
pvisrcisP governments of E&t Jars. 
Learning model aP legislative d M n g  and ConLrda LAqtlin'g,,, us 
government efTorts to ermmwir villages amund1 the forest t.M can produce 
i e g u o n r i e  village On the e 6 1 i ~ 4 1 ~ t w  of viltage owned entiprise is 
cummunity-based W o n .  7;hi community-bas& education using thk 
. 2 m61hods mmel$ methodr of inves t iga t i~n~d  p&lem solv'ihg methods- he 
investigation metbods method& in laming a~tivitks with the. mad fiaJn 
pa&lpants to face variom problems bc .it a ptdblem of Villageand problnm 
ta be SOW alone w collectively. Mblem-salviw mW b t h e  we of methods 
in k.9mtqpctivitks with the mad hain partictpnntsto varbw p"b1ems both 
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Desa Sumbebmdo merupakan Wah satu desa dl Kecamatan 
Saradan yaw letaknya sangat brpencil. Secera geagrafis Desa 
Sumbrbendo berada dalram kawasan hutan perhutani yang sebelah utara 
bebatasan langsung dengan wilayah hutan EojoNegoro, sehingga 
sebagian besar masyarakat Sumberbendo memanfaatkan hadl hutan 
untuk mendapatkan penghasilan. Apalagi lahan prtanian milik 
rnasyarekat tidak produktif, hanya sebagin kecil yang dieliri irigmi 
setengah teknis dan lainya hanya memanfaatken air hujan.' 
Demikian juga sarana Benspottesi di Dew Sumkrbando sangat 
tidak layak, d i m  jalan kabupaten yang menghubungkan Desa 
Sumbebndo dengan desa lainya sdbagian besar masih jalan mekadam 
dan jalan yang menghubungkan antar dwun juga masih makadam, 
terlsblh w a n  madh jalan t lmh whlngga sent muah hubn wilt untuk 
dilewati. 
Di Desa Sumberbendo tedrpat 4 (empat) dwun, yaitu : Dusun Piji, 
huwn Tawangsono. Dusun Kece, dan Dusun Oro-Oso Waru. Jmlah 


















dari mia produktihya b e r p h i  sebagai bunrh mi. Hal ini terjadi karena 
hampir sebagian be= masyarakat Desa Sumbehendo mempunyai 
tingkat pendidikan terakhir, hanya seb'nglcat Sekokh Dasar (SO), seam 
brinci adaleh sebagai berikut Tingkat Pendldikan Tklak Tmat SD 329, 
SD 4.390, W P  458, SLTA 121, Safjana 10. sehingga dari segi surnber 
daya mawia sangat kureng. Dari tingkat kesejahtwaan kaya 182 KK I 
848 jiws sedang 647 KK 1 1 .W1 jivva Rumah Tangga MIskin 1.029 KK / 
3.437 ~ i . ~  
Faktor-faktur diatas yaw akhimya menhbulkan t n a ~ ~ s a l a h  
sosial di masyarakat, mhlnya kerniskinan dan pengangguran. Diiana 
tatran pertanim milk masyewkat dan lahan pehutani yang dHcekrla 
m a s y a w  Desa Sumberbendo hanya mengandalkan air hujan, sehiiga 
masyarakat menikmati panen hanya satu kall dalam seCBhun, meski ada 
yaw b i i  dua kati panen, tapi IW sangat &kit. Hal ini yang 
menyebabkan penghasilan masyarakat sangat terbatas. Dan juga sarana 
transportagi yang sangat Wak layak meny&bahkam biaya operasionsl has0 
pemnian masyarakat sangat mhal, perputarm ekonomi masyarakat 
tidak b i i  Iancar dan banyak anak usia sekolah yang ti* b i  
merlanjutiran pendidikan kerena mahalnya bhya mobilkas. Yang akhknya 
Sumber Daya Manucrie dan kwejahteraan masyard& Sumberbendo 


















sangat Jauh tertCn$gal dibavsdig h d e s a  lain yaw ada di Keosmatan 
~aradan? 
Munculnya brb@ pemalan d i i  bulcan berafti juga tanpa 
peluang wntuk m u .  Beberapa dlantaranya adsrlah krka'ten dengan 
potensi hasil-hasil pertanian yang sang& signifikan yakni tangman porang, 
jagung den kwh Daya dukung Pengembangan Tanaman porang 
m p a k a n  kerja aema antara perfwidah Desa Swnberbendo dengan 
Perurn Pehutani KPH Saredan. Perm Pefiutani KPH Saradan sebagai 
pihak yang menyedialcan lahan m e m  porang. Ketja sama ini tertuang 
dalam wmt Petjanjkn Wja Sema Kontfibusi Perb8ikan Sum& Daya 
Hutan Dari Pemanfaatan Lahan di Bawat, Tegakan (FLDT) AnBara Perurn 
Perhutani KPH Saradan dengan Lembaga Mgsymkat Desa Hutan 
(LMDH) Sumber Wono Lestari tma Sumberbdo Kecmaten Saradan 
Kabupaten Madiun, tertanggal 5 J a d  2009. Peijanjin kerja sama 
tersebut dilakukan d&m rangka : 
a. Wingkatkan tanggung jawab Perurn Perhutani, Masyamkat 
Desa Hut.n den phak y m g  b.rk.pmtlngan tmrhrdrp 
keberbnjutan fungd $an manfaat sumber daya hutan; 
b. Menselaraskan keg- pengeiolaan sLGmber daya hutan sasuai 
dengan kegislEsn pernbangunan Mayah, m a i  dengan k d i i  
dan dinamike sosial masyarak&tt desa hutan; 



















d. Hasil rnusyswarah yang dllaksanakan pgda tanggal 15 Oktober 
2008 di m a h  Kstua LWH Swnber Worn Lestari Desa 
Sumberbendo anbra Perum Pehutani dan pengurus LMDH 
SYmber Wow Lestari serta masyarakat Desa Sumberhndo, 
tentang konWwi p e w i n  surnkw daya hutan dari budi daya 
porang di bawh tegakarr di kawasan hutan; 
Sedangkan befkaiin dengan hasil tanaman porang ditampung 
dalem PaRrk pengdahan pMang terarebut m p a k a n  ke#ja arama 
antara beberapa StakehoMerte~kait. yaitu : ' 
a. Pennrtnblh a#. Sumherbendo, sebagai fanilitator didesa 
dalam pendirian Pabrik Pomg. 
b. UIIDH, m b e r  daya manusia dalem tata kelde pabrHc porang 
c. PemerlnQh KaiWpaten Wkdiun dalam hal ini pihak Dinas 
Kehutanan dan pwkebunan, sebagai pemberi barnan dam 
bask umk pendirian pabrik parang rnaupun untuk 
operasion&ya; 
d. WHERE Univenitp. Br*wSjayr Malmg, sebagai pihek yang 
memydialan pemlatan pabrik serta melakukan asistensi 
terhadap psngolahan tanaman porang. 
&lain itu pduang lainnya yang dapat d i io la  sebagai uasaha 
desa adalah dbiiang keuangan rnikro, air bersiNsninurn dan lainnya. 
Kondisi ini di i jang bahwa IMHERE UniversEtas hwijaye pada trrhun 


















pertanian. Tetapi smm peluang ini terdapat pemalen y8kni berkaiin 
fondasi peratum pehlndang-undangan yang ada, belurn begi maksimai 
atau dspat dikgtakan belum ada. 
DarS beberapa pehrarig diatas maka merujuk pada p e n s l i i  
Slhabudin dkk, aaleh satu rekomendasi adalah membuat -ran 
perundaq-undangan yang menopang perekonomian d m .  Akan -pi 
ada persoelan mendasar berkaii dengan pmduktilitas penrerintahan 
desa sumberbcsndo &tam membuat peraturan desa clan perangkat 
peraturan lainnya. Padahal ksmampuan mernbuat selPuah pemturan 
pemndang-undangan mentpakan $yaw adminlstrasi y8ng muflak 
diperlukan. Pada tahun 2008 hanya menghasilkan 1 buah Perabran Bm 
yakni tentang Anggamn Pendapatan dan Belanja Desa. W d a a n  
berbagai peraturn perundagurwlangan dl desa yang menmjang untuk 
mendapatkan dana hibah deri berlpagai pihak, inl yaw 8angflt 
diyangkan. Sedangkan untuk mew4apa-n dam bantuan dari 
pemerintah propinsi Jaw Tdnur dan p m w h b h  pusat kg desa, 
diperlukan peronglrat pereturan perundweundangan yang mmjsng. 
Untuk blah p e w l i i  ini menrpakan p e d i i n  lenjutan yirng lebih 
bemifat penelin aMndakan. Hampan seianjutnya adelah @&pat 
kemampum penin-n pembuatan peraturan penmdeng-undangan dan 
lntmrnen hukum lainnya k b s n y a  upaya pendirian dan tata kelola Badan 



















Dengan mehhat latar belakang tamelwt dialas maka penelitian ini 
akan lebih kepada penelkian tindeiran. W i h  jehsnya akan terangkum 
dalam rumusan masalah di bawah ini : 
1. Bagaimana wWi, kemampuan dan harapan befkaftan 
dangan kemampuan pemerintahan desa dan rnasyarakat desa 
Sumber Bendo dalam mrnbuat pemturan prundang- 
undangan dan in6trumen hukum laimya ? 
2. Brrgaimana hambatan, tantangan dan peluang kernampuan 
pernerinbhan deba Sumber Bendo &lam membuat peraturan 
perundang-undangan dan in- hukum Mnnya ? 
3. Eagahana pengembangan model pembelajaran legitatif 
drafting dan Contkad Drafting bwbasis komunkw Bebagai 
upaya pernberdayaan d b a  di sekitlrr hutan yang dapat 
menghasilkan Peraturan deea ysng berorienhsi pada pendirian 


















2.1. HasU PenelMan Terdahulu 
Masil paelltian terdahulu yang dilakukan Qbh Sthabadin, Ngesti 
D.P dan Amelk SKD dengan Judul : 'Konstruksi BenWk Badan Hukum 
Badan Ubha Wlik Desa (BUM-) Betbasis Potensi Ekonomi Desa 
Sebagai Wpaya Pemberdayaan Masyamkat Sekftar Hutan Di b s a  
Sumber Bendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun". Dari penelian 
tersebut mernkfikan gambamn tentang ha$il-hasit pdensi ekonomi desa 
Surnberbando yang tkiak tebpas dari rantai ekonomi ymg ada di desa. 
Secara gads tmar terdapat beberap bklgtrg pengembangan potensi 
ekonomi yah : 
a. Potensi pengembangan biiang pehslnian 
b. Potensi pengembangan bidang petemakan 
c. Potemi pengembangan bidang industti 
d. Patemi pengembangan bidang keuarrgan rnikro 
Empat potonrl tombbut WnQ rsbrrm in1 IlMnopMg dam 
Sumberbendo akan tetapi masih perlu dlDtata aecara sisknik sehingga 
akan dicapai hasil secara maksinal. Potensi-potensi tersebut akan 
bisa dikembangh apabila keempatnya saling menopang dan rnenjadi 


















Dad beberapa potensi desa itu yang Wurn din~akshikan adalah 
dibidang keuangan rnikro. Bidang keuangan m&ro itu akan menopang 
masyarakat pertanian khususnya pennodglan pada eaat musirn tanam, 
pemgllhafaan dan pernarkman. Peluang lvlinnya berupa pengeblaan tata 
niaga pertanian dl desa yang dapat menjual peralatan, dan usaha 
pertanian lainnya. Dengan demikian peluang tersebut brupa 
pembentukan Badan Usaha Milik Desa B e ~ p a  : 
1. Sirnpan Pinjam Desa; sirnpan pinjam ini berorientasi pada 
pendaman kredit konsumtif dan permodalen, sehingga 
masyarakat desa W k  kesulitan deSam pencarian danadana 
tersebud. 
2. Tata Niaga pmtanian; tata niaga ini akan berorientasi pada 
penyedhan *n pertaniin, peralatan pertanian dan 
distribwi pasca pnen. 
Untuk mernbangun sebuah sktern e k m i  desa dan 
menjaring investasi yang pa& akhimya dikelob bemama. 
Diperiukan sebuah pemngket hukum dengan langkah-hngkah 


















Beberapa temwn peneliiarl adalah diperlukqn Langkah- 
langkah hukwn yang dilakukan oleh pmerintah deaa adalah ; 
pertama diperlukan paket mgulasi Peraiuran dew yang terdiri dari 
Peraturan desa tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Desa 
Tentang Penyertaan Modal Kepada Pihak Wga, Pemtunn Desa 
Tentang Pengelolaan Keuangan Deea dan Peraturan Desa Tentang 
tata Suswtan Organimsi dan Tata Kerja pmerintahan Desa. 
Kemudian d i i k a n  pllian bentuk badan hukum yang dringlnkan 
dalarn bentwk Perusahan desa atau Perseroan Terbatas. 
2.2. Metodo PembelaJamn Altemt5f Berbssk Komunihs 
Menurut Sujono Proses pembelajaran hanrs mendorong peserta 
didk rnempunyai semangat bereksplorasi, b e m i ,  berekopeclimeri dan 
berltarya. Semangat ini akan terbangun ketika materi pembeltajaran 
sesusai dengan keingman dan kebutuhan peserk diiik. Ketika belajar 
didasari oleh keingfnan dan kebutuhan maka akan mdorong dan 
mmbiasdmn peserta diiik sranang brpikir dan tern berpikil- kritio, 
berwa-n bas, dan pada vmktumya nanti ia akan menemukan serndiri 
kematangannya? 
Pendidkan yang baik h m s  mmpunyai prinsipprinsip yang f i  
boleh bertentangan dengan pendiikan yang diajarkan. Menurut Rose dan 


















pada dasamya adahh kreasi bukan rnengkonsumsi. Pengetshuan 
bukanlah rrebuah sesuatu yang diirap afau diilan begiiu saja oleh 
peserta dMik. Pengetahuan adalah sesuatu yang hams diciptakan aleh 
peserta didk. Proses penciptaannya sendid ketka peserta didik 
memadukan pengetahuan dan ketrampilan bani delam stuktur dirinya 
sendiri yang telah tsrbentuk sebekrmya. Mendidik yang baii pada 
dasamya hams memiliii landasan sosial. Oleh karena itu ketjasarna 
antara peserta diiik akan membantu vases belajar akan menjadi optimal. 
hkengajar sebuah kornunitas akan sslalu lebih optimal hasilnya dari pada 
beberapa individu dari pada mengajar sendiri-sendifi6 
Permpsi terhadap metade pendidikan aftematif berbasis komunitas 
dinilai berdwrkan sekumpuian kriteria yang berbeda karena mengingat 
kewngan dan kebtltuhan pewm didik berbeda-beda. Adanya konsep 
tentang penilaian suatu metode pendidikan lebii didasarkan dari 
tePbenMvlya persepsi seseorang pads ha1 tersebut persepsi teft?adap 
kualitas mencerminkan peresaan peserta did& yang secara myeluruh 
rirengenai metode pendidikan alternative. 
Bahmdin mengernukanan metode pendidikan atternatif berbasis 
komunitas : mehie pendiikan dimana proses pembelajaran b e W s  
kebutuhan, model pembelajeran komunites ysng memungkinkan 
masyarakat sendlri merdekeiken pendiiikan *gai s g a m  
pembudapn yang menghargai apa yang menjadi keyglkinan 


















alternatif yang dimaksudkan adatah pembelajarsn krkuali is yang b i i  
terjangkau oleh semua orang, tennasuk yang terbatas kemampwannya? 
Menurut Wlan gembelajaran tidak hanya menggunakan metode- 
metode yang sambarangan ketika mengajar, akan tetapi juga harm 
memiliki kaiiah- W a h  rnaupun prinsip-prinsip yang brus rnmdgsar 
dalam pengajaran tersebut. Seorang pengajar/Fasilitor juga harus 
memantau sejauh mana metode pengajaran yang diirapkan dapat 
diitlma peserta dan depat dipahami pesefta. 
Berbeda dengan pernbetajaran atternatif berbasii komunitas, 
pembelajarsn dengan metode ini menerapkan asas kebutuhan hkan 
asas keinginan. pembelajaran oltemafi diiini dimaksudkan yakni lambang 
pendiikan yang tidak sekedar bermutu dan bisa diikses okh sernua 
kalangan msyaralkt, khususnya h u m  mWn, akan tetapi benar-benar 
rnampu menjadi media belajar bag/ m U a .  Komunitas diiini rnewpakan 
komunitas pedesaan yang m e m a ~ ~ k a n  segala surnber daya alam 
untuk dikelda sedemikian rupa? 
Se&@mn yang dimbud asas kebutohan yakni kurikulurn yang 
memberlkan eltenratif-alternajawaban drrlkebutulran-kebutuhan peserta 
dMik. *ran akan etbktif, efbien, kontekstual, dart riil Wka materi 
bahasan sesuai dengan kelnginan dan kebutuhan perserta diiik, bukan 


















sebaiknya tsrlebih dahuiu pada aspek kornpetensi rang ingin d i i a i ,  
haruslahmalibafkan peserta didik dan masyankat? 
Singkatnya J. Donald W e r  rnemngkum berkaiin! dengan filasofi 
pendidikan pendekatan sistem bahwa :'O 
1. Pendiik adalah pmcipfa lingkungan pendiiian peserta adalah 
amber Uhm. 
2. Sebuah cara yang penting dan bwharga dirnana tanggapan 
peswta didik dilehirkan dalah melelul keglatan yang bersifat 
meniru, khuausnya jika diasahkan oleh para panutan dalam ha1 
karya kreatff serta kepribadiin pendidik yang budiian. 
3. Batu pyakan adalah brkeitan dengan kWrtarJkan peserta 
4. Disegenap tindakan pendidik adahin tanggapan dari para 
peserta 
5. tWc&metode pengajaran 
2.3. Deaa Dan Sistem Pemeflntahrn DeaP 
Desa mewpakan sebuah gambaran dari suatu kesatuan 
rnasyarakat etau kornurllEas penduduk yang bedernpat tlnggal dalam 
suatu lingkungan dimam memka (myamkat) sating rllengenal dengan 



















baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak 
bergantung pada alam." 
Kmunitas masyarakat di atas kemudiin berkembang mnjadi satu 
kesatuan hukum dimana kepentingan betsama penduduk menurut hukm 
adat dilindungi dm dikembangkan. Atau dabm bahasa Soetardjo 
Kartohadlkocwosmo, 'suatu kesatwn hukum, dknena befkfnpat tinggal 
suatu masyarakat yang mengadakan pemerintahan sendiri". Ciri dari 
masyarakat hukum adat yang otonom adaliah berhak mcmtpunyai wllayah 
sendiri ctengan batas yang sah, berhak mengatur dan mengurus 
pemerintahan dan rumah tangganya send@ berhak msngangkat kepala 
daerahnya atau majetis pnerfntahan d i n ,  bethak mempunyai surnber 
keuangan sendiri, Berta berhak atas tanahnya sendii.'2 
D8sa dapat dbtakan sebagai kcmunitas dabm kegetuan geografis 
tertentu yang antar mereka saling rnengenal dengan baik dengan 
kehidupan yang relaw homogen dan banyak Bergantung secara langsung 
pada alam. Oleh karena itu, desa diasdmikan sebagai myerakat yang 
adat dan ttadisi p n g  kuat, bemaheja, mPerta tingkat pandidskan yang 
rendah.'j 
I' LMmg Julicmtsn (Paqmtbg), ANS B a d  Demo& OIonomi Dan 
Pemberdayam Dsw L.perq Yogyslrsr4,2000 
' 3 ~ ~  Work Lapeu, PoJM Pemk&mn (Jakm ~~ O I m i  Dew), 


















Dari pengertian ini dapat dipngh tiga unsur penting dalam m a h  
desa : (1) orang-arang, sekelompok orang; (2) wilayahdaerah tempat 
berdiim: dan (3) ikatprn (dalam banyak bentuk, yang pada intinya 
adalah kehbagaan, instihml). Kelembagean dipahami sebagai tab nilai 
yang mengkonstrukeikgn tindgken orang &an interaksi orang. Keberadaan 
dari ketiga umrur ini akan sangat menentukan eksiatend desa. 
Dengan sudut pandang ini, desa bisa kita pilah dalam beberapa 
unsur penting : (1) adanya orang-orang atau kelompok orang; (2) adanya 
pihak-pihak yang menjadi penguasa atau pemlmpin (baca : pengambit 
kepuhesan); (3) adanya organisasi (badan) penyelenggara kekuasaan; (4) 
adanya tempat, atau whyah yang mi teretori penptenggaraan 
kekuaman; dan (5) adanya melcanime, tata aturn dan niiai, yang 
menjadi lsndasan dalam proses pengambilan keputusen." 
Undang-Undang Mamor 32 Tahun 204, dstem pemerlntahan desa 
telah diintegrasikan pengaturannya dalan satu undang-undang tentang 
Pernerintshan Daerah. Desa atau yang disebu! dengan nama lain, 
selanjutnya d w u t  Desa, actaleh kesaZuan masygrakat h u h  yang 
memiliki kewenangan untuk mgatur dm mengurus kspenthgan 
rnasymkat setempat berdasarkan asatvsul dm adat-W& aetempat 



















Asas yang dipakai dalam Sistem Pemrintahan Desa menurut 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah Tugas Pernbantuan yang 
merupakan penugasan dari Pemerintah kepada daerah ddatau desa 
dan dari pernwintah propinsi kepada kabupakdkota danlatau desa Serb 
dari psmerintah kabwpatm/kata kepada dec~a untuk melaksanakan tugas 
temntu yang d i r ta i  pernbiayaen, m n a  dan praQarana s e a  sumber 
daya manusia devlgan kewajiban melaporkan pkbanaannya d m  
mewertMlggunaiamnny8 kepaa yew mmw=kan. 
Kewen8ngan yang serupa juga dibedm kepgda Desa. Antam lain 
disebutkan bahwa penyelenggamn Pemerintah aesa merupakan sub 
sistm dari sistem penplenggaraan pemerhtahan, sehingga Desa 
memHild kewenangan wntuk rnengatur dan mengurus kepentiryian 
masyarakatnya. Landasan pemikkan dahtn pengatwan mengenai 
Pemerintahan Desa adalah : Keanekaragman, PaWpasi. Otonorn! Ash, 
DemokreY18aei dan Pemberdayaan Masyardat. Wan@tnya diisltkan 
bahwa mai pefwujudan demdoasi, di Desa dibentuk Badan 
PoNvrkilrn f3e@a atmu rcbbutm kin y ~ g  -1 dengan budmya yaw 
berkembang dC Deaa yaw beniangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga 
legisfasi den m s a n  d a m  ha1 pelaksanaan perakrmn Deaa, 
Anggaran Pendapat dan Belanja Desa, dan K e p W n  Kepah Lha. 
Kepala Desa bealdanggung jawab kepada Badan Pwwakilsln Desa. 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak nienyataksn secara 
tegas tentang Otonomi Desa, tetapi pasabpasal didalamnya yaw di pasal 




















Otonomi Dese, temasuk hak dan kewajiban Desa. Datam pasal-pasal 
tersekJt mengandung semangat mengakhiri sentral'mi serta 
mengesntwngkan dma sebs(lai wllaygh otonom. Dese di9remba;likan 
statusnya sebagei kmbaga yang diharapkan demokratis clan otonom, ha1 
ini tsrlihat dari pertcvna, adanya 'keinginan' untilk mendudukkan kembali 
desa tefpjhh dad jenjang bhdcrslri pememh, D i i  dalarn sMem 
pemerintahan nasioltal sebagai keQaatan m r a k a t  yang dihormati 
rnempunyai hak asal uwl, dan penghamrrvtan Zemadap adat istiadat 
setempat. Kadua, memullhkan defnokr~si di tingkat yang paling rendah 
dengan pembmthkm Badan Pem,usyawdan Desa (BPD). 
Pemerintah Desa (teldiri dari Kepata Desa dan Perangkat Desa) 
dalam tnelawrrkan Wgas dan lrrnrvajihannya bedanggung jawab kepada 
rakyat melalui Badan Perwakilan Desa, tklek lagi bertanggurrg jawab 
kepada pemerirYbah ditingkat etas (Camat den Bupati), mi Pemerintah 
Desa hanya perlu melakukan koordinasi dan konwbd serta 
menyampeikan 2aporan petaksanaan Wsnya. 
Berikut ini diuraikan beberapa asp& pengaturen bnWg Mern 
pemerintahan desa berdasarhn UndangYndang Nomw 32 tahun 2004 
yakni : peltma Badan Panunyawamtan Dem. Salah satu perubdmn 
mendesar tenfang pengaturan Desa berdawkan Undang-Undang ~Nomor 
32 T a h  2004 adalah adanya suatu kekmba$aan di Desa yang 
merupakan bagian dari pamintahan Desa y&u Badan 
Pemrusymvamtan Desa (BPD). Kedusl PmeHnbh Dew, Pemerkrtah 



















bemrti hubungan Pemerintah. Desa dengm BPD tidak merupakan 
hubungan abe bawh, mi mwpakan lembaga mihg yaw 
berkedudukan dan &lam beberapa ha1 mernpunyai tugcrs !NSfSma, 
khususnya dalam membuat Peratumn Desa dan penyusunan Anwaran 
dan P e n d m  Belanja Desa (APBDes), Ketiga L.mbag.-Lemb8#a kin; 
Selama ini pembentukan Cembaga-lmbaga diingkat Dem lebih banyak 
merupakan pemujudan dari Weinginan dan fnetntkai pemerintah yaw 
menghendaki adanya kegersgamren kelembagaan pada tingkat Desa, 
seperti pmbentukan PICK, Kelmpok D m  W b a ,  Kamg Tanma, 
LKMD, dan Laiklaim. Keempat krjwrmo antrr Dem Desa dapat 
rnelekukan kmjaearm dengan D.eser lain untuk kepentingan Desa dalam 
betbagai ha1 -perti kegiatan Pembangmn Desa, Keamanan Desa, 
Pmadaatan Sumber Daya Alarn, ?ematman Hasil Bumi dan kegiatan- 
kegiatan lainw. Kejgsama antar Desa dapat dilakukan deh M e s a  
m r a  langsung dan hanya perlu diberiEahukan kepada C d  
2.4. Konwp dan Rwng Ungkup kgkllzive DtmCting P0nwrintah.n 
D... 
2.4.1. Kedudukan Produk Hukum Deaa 
Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan ohnomi dasrah, Desa 
atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdamrkan asal wiul dan adat istiadat 
setempat yang diakui. Dalam rangka pengahrran kepentingan masyarakat. 



















Peraturan Desa dan Kepala Deaa menyusun pmturan pcrlaksenaannya, 
yaitu Peratllran -la Dwa dan Keputusan Kepala Desa. 
Peraturan Desa. Peratumn Kepala Desa dan Keputusan Kepala 
Oeaa ham disusun secara benar sesuai dengm kaldah-kakkh hukum 
dan Wnik penyuwannye. Urrtuk itu petlu dldanya pedoman penyusunan 
dan standarisasi benbk Perafuran D m ,  Peraturan Kepala Oesa dan 
Keputusan Kepala Desa. 
Pemturan Dssa adateh per8tumn perunchgadangan yang 
dibuat ofeh BPD bersama Kepala Dese. Peraturan ini m w k a n  
peraturan yang tertingi yang ada di desa y a y  dRuat swam h m a -  
sama oleh kepala desa dan BPD yang mendasarkan diri pada parbipasi 
masyarakat. PeratMan dibuat untuk mengatur urusan rurnah fangga di 
desa. Ruang linqkup berlakunya hanya pa& desa &mna pemran desa 
ttu dibuat h4ateri muaZBn W u r a n  Desa adalah dumb mated muatan 
dalam rangka penyehgganran Permintahan Desa, pembangunan dese, 
dan pembedayaan masyarakat, serEe penjabarm bebih bjut dsri 
ketentuan Peraturan Pehlndangundangan yang lebih tinggi. 
Pefahyran Kepala Desa adalah Peraturan Penrndangundangan 
yang dWpkan ohd'~ Kepala Qesa yang bemifat mengatur dalam rangka 
meleksanakan Perahran Desa dan PerPlhrran Pe~ndang-wndangan yang 
lebih tinggi. Peraturan ini mewpakan -ran yang m&ri muatan 
mewaken penjabem dad Pereturan desa atau peraturan yang materi 


















peraturan desa ini di buat okh kepala desa. Materi muatan Peraturan 
Kepala Dega adalah penjaberren pelaksanaan Pwafuran Desa yang 
bersifat pengeturan. 
Keputusen Kepala Desa adalah keputusan yang d i i p k a n  oleh 
Kepala Desa yam bersifat menetapkan dalarn rangka melaksanakan 
Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa. Keputusan yang dibuat 
oleh kepala d e w  yang bersM individual artinya menetapkan penjabaran 
teknis. Materi muabn Keputusan Kepala Desa adalah penjabman 
pelaksanaan Pemturan h a  dan Petaturan Kepala Desa yang bersifkt 
penetapan. 
Prinaip-prinsip Umum dalam pembuetan Peraturan Desa, Peraturan 
Kepala Desa dan Keputusan Kepah Desa : 
1. Padkipasi warga rnasyarakat dem, mempakan ha1 pemting 
untuk mengetahui kebutuhan masyarekat terhadap pentingnya 
suatu pemuran b yang &an dbuat. 
2. Transpad : altinya ptoses pembuatan pemturan tidak 
mbunyCeeen&nyl ekan Mapi hams btbuka 
3. Tidak be-tangan dengan ketentuan peraturan penmdang- 
undangan yang M a  d i i n y a  : 
4. Peraturan Desa harus d i i u n  oleh pejabat yam betwenang 
yaitu Kepala Desa d q a n  BPD 
Dalam membentuk Peraturn Desa hams berdasarkan pada asas 


















a. kejeQsorn W j m ;  
b. kehbaQ8an atau organ pembsntuk yaw mat; 
c. kesesuaian antara jenis dan mated muatan; 
d. dapat dilaksanahn; 
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 
f. kejelasan rumusan; dan 
g. ketdukrran. 
2.4.2. Kamep dm Tank  Penywunm Pet!aWran Desa 
Kerangka (bentuk tuar, kenvorm) pemtumn perundang,umlangan 
yang dimaksud dalam Peratwran Menteri Dalam k g &  No 29 tahun 2006 
Tentang Pedomrcn PemWkan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan 
desa miiiuti : 
I. JUDUL 
Jwdul Plyraturen Perundang~ndangan memuat keterangan 
mengenai jenh, m o r ,  tahun pengundanQmn atau pmtapn ,  d.n 
nama Peraturan ~Pmdang-undangan.Ngmg Peraturan 
Perundang-undangan dibuat secara singkat dan 
mencerminlcan isi Peratursn Perundang-undangan. Judul diblii 
selu~hnya dengan huruf kapital yang diletakkan &i tengah 
majiti tanp diakhiri tanda b a a .  
2. PEMBUKAAN 



















1. Fraw, Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 
4, dasar Huluan 
5. b i  
3. BATANG TUBUH 
semua srabtansi pefaturan penmdang-undangan yang di  muska an 
tubuh di leEompddran kedalam : 
1. kemtuan mum 
2. maPeri Pokok yang d i i  
3. Ketentuan mane ( j i  dlperlukan) 
4. kekmtusn peralihan (j&a diiLlkan 
5. Ketentuan penutup 
4. PENUTUP 
bagian akhir dari sum peraturan perundangundangan yang Wdki 
a. Rummn perintah pengundangan dan pmernwtan 
pm$uran penrrrdang-undangan &lam Lembaran Nagara 
Republik In-a, Berita Negata RepUblik Indonesia, 
Lembaran Daerah, atgu BarriEa Daerah. 
. Penandatmgman, p m g w h n ,  atau penetapan perekfan 
perundang-undangan. 
c. Pengundangan perehrmn pensndartg-undangan. 



















Penjelasan berfungsi sebagai Wm resmi pembentuk 
Peraturan Perundang-undangan atas norma Mentu ddam 
batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat 
umian atau jabaran letrih lanjut dari noma yang diatur dalam 
b a r n  bubuh. Dengan demikian, penjdassn sehgai sarana untuk 
memperjelas norma dalam batang tubuh tidak bow 
mengakibatkan terjadinya Wakjelasan dari norme yang 
dijelaskan. 
Penjelaaan Mak dapat dsgunakan sebagai dasar hukurn 
untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena ikr, hindari 
membuat rumumn norma di datm baghn penjelasan. lhlam 
perljelasarl dihindari Fumusan yang isinya memuat penrbahan 
terselubung temadap ke8entuan Perahran Pe~Rslang-undangan. 
Naskah penjelasan tiisusun be-ma dengan penyusunan 
mncangrn porewan p.mndang.undmg.n Sng betwngkmn. 
Judul penjekan mma man judul Peraturan Perandang- 
undengan yang bersangkutan. 
6. LAMPIRAN 
Dalam ha1 Peraturan Perundang-undangan rnemerlubn 
lampiran, ha1 tersebut h a m  dinyatakan dalam batapg tubuh 
den pemyataan bahwa lampiran tersebut mempakan bagian 


















yang bersangkutan. Pada akhir lampiran hatus diinZumkan 
nama dan tanda tengan pejabat Yang 
mengesahkan4nemtapkan Peratumn Perundang-undangcan yang 
bersangkutan. 
2.5. Pemahamn Tentang Contract Drafting 
Hukum kmtrek merupakan bagian dad hukum perkatan bshkan 
sebagian ahli hukum menempatkan bagian dari hukum perjanjiin 
karena kontrak sendin diipatkan sebagai perjanjisrn tealis. Kontrak 
merupakan suatu peristiwa kongkrit dan dapat d i a t i  yang merupakan 
peFisthHa hukum dimana indiiidu malakUkan petjanjian dengan orang lain 
untuk miekukan Besuatu etau tidak meIsScuksn ~~8~atw.'~ 
Ciri Kontrak yang utama adalah behwg merupekan suatu hr l i in 
yang mmuat perjanjian dari para pihak, tengkap dengan ketentuan- 
ketentuan dan syarat-syarat mta yang beberfungsi sebagai alat bukti 
tentang adanya seperangkat kewejiban?' 
Sedangkan - hukum Imtmk meliiuti pertma asas 
konsensualime, kedua asas W a s a n  berkmtmk, ketiga asas pacts 
sunsewanda. keempat asas Wkad beik, kelima asas kepribadiin." Akibat 
hukum dari suatu kontrak pads dasamya lahir dad adanya hubuhgan 


















Konteks perancanpn ~kontrak terrlapat unsur-unsur pokok yang 
rnembentuk kemngka umum dari suatu kontrak yab :la 
1. &@in pembukaan 
2. Ketentuan-ketentuan pokok kontFak 
3. Ketentuan-ketentuan penunjam 
4. Ketenbn-ketenhan fentang asptsk fotmaliis , 
5. Bagian Penuttlp 
6. Lampiran-tarnpiran kontrak 



















TUJUAN DAN MANFAAT PENEUTIAN 
3.1. TUJUAN PENU171AN 
1 Menggali dan mendeskrips'kan potensi, kemaquan dan 
harapan berkshn dengan kemampuan pemerintahan desa 
d8n masyarakat desa Saber Bendo &lam membuat 
petatwren perundang-undangsn dan instrum h u m  lainnp. 
2. hari dan mendeskripsikan hambatan, tantangan dan 
peluang kernmpuan pemerintahen desa dan masyarakat desa 
Sumber Bendo dalam mmbuat pewran perundang- 
undangan Uan instrumen hukurn lainnya. 
3. Menernhn pengembangan model panbelajaran legislatii 
dMmg dan Contract M n g ,  sebagai upaya pernberdayaan 
permrbbhan desa di a e k i r  hutan yang dapat merghasilkan 
Perakrran desa yang bemrientirsi pda pendirkan Badm Usaha 
Mili Dese. 
3.2. MANFAAT PENELmAN 
3.2.1, Kontrlburi Manhat TeoMk 
Diharapkan dengan penelhian ini akan menghasilkan 
perkembamn-perkembangan baru dalam upaya rnernbangun 
penyelenggaran pemerintahan desa khususnya biiang Hukum 


















dmf€ing khususnya yang menyangkut sistem m b g n W n  perattiran 
perundang-undangan di desa Sumberbendo. 
3.2.2. Kontribud Yonhe* Praktb 
1. Bagi Penulis, Peneliin ini betmanfaat mtuk menanrbah wawasan, 
pengabdlan penulis untuk membangun peaIdaban I ndoda  yang 
wh baik utarrranya yang herkain dengan peteharan pgrudang- 
undangan dam instrumen hukum lahnya sesuai dengan ksbutuhan 
Desa Surnber Bendo. 
2. Bagi pserta didik Penelitian ini dapat bemanfaat d q a i  bahan 
bacaan bagi mahapeserta dMi  pada umumnya, brutama 
mahapeswb didik fakum ilmu-ilmu sodat yang tertarik alran 
masalah sisZBm pemerintahan desa, khususnya pengembangan 
model pembelajaran ksg'slatif drafting dan Contract Ddhg ,  
sebagai upaya pemkdayaan pernewhan deea di sekitar hutan 
yang dmpat menghasilkan Peratwan de- yang berarientasi p a d  
pendirian Badan Usaha Milk Desa. 
3. Bagi Pamentntahan Desa mendapthn pembelajaran tenfang 
I e g W  Dmftlng dm cbnbaot draUing seaual d-an kebutuhan 



















DESAIN DAN METODE PEPIELlTlAN 
3.1. Desain kegiatan penelMan dapat di gambarkon semi berikut : 
I 1 - 
&-------------------. m1 
*- 
* uewS3id - 
v P ~ ~ h t c r v e u s i  Rum- Lsaglrah 
esRsma Fcqeliti 8t FGD 2 (upayaw1pagkab 





r i o b s c n e ~ i  + I 


















3..2. Metode Penelltian 
3.2.1. Jenk Penelitian 
Peneliian ini termasuk peneliin tindakan (action ressarch) dengan 
yuridieempiris, bahwa peneIitian tindakan merupakan upaya 
mengujiiakan kbide kedalam praktek atau mengubah sesuatu agar 
mernperoleh dampak nyata dari situtuasi. '' Bahwa srtuasi yuridi adalah 
memberikan pengetahm tentang dasarddsar pembuatan peraturan 
perundangarc dan pembuatan kontrak yang berkaitan dengan alas hukm. 
Sedangkan dtwi secara empi& adaleh kemmpuan pernerinteban desa 
dalam rnembuat produk-produk hukum, adanya deskripsi kernampuan 
tersebut dipergunakan tindakan intemnsi kemarnpn. Dengan 
peningkatan kemampuan legklatif drafting diarahkan pad8 pembangunan 
hukum dbiiang h a m  ekonomi. Harapan selanjutnya PemwMahan 
desa dan dapat hrdaya dengan tanpa halangan dari sisi kemampuan 
membuat peraturan pefundangundangan. 
3.2.2 Waktu Dan Lokaai P e n e f i  
Lokasi Penelltian ini diifokuakan di DP#ra Sumber Beodo Kecarnatan 
Saradan Kabupam Madiun. Pemilihsn Lokasi ini di damrkan pada 
kebutuhan pengembangan penelitian pada pragram lmhere Universitas 
Brawijaya. Den penel in lanjuban t e m p  paneftan yang lalu, p e n d i n  
lanjutan ini didasat'kan pada kebutwhan pernerilltahan desa dan 



















masyardcat yang memdukan p e n e l i i  tindakan terhadap kemarnpuan 
Legiatif Drafting dan contract dmng. Jangka Waktu pmetiian ini 6 
bulan. 
3.2.3. Popukrsi, S;impel dan Jenis data 
1. Populasi 
Populeai yaw d h b f l  adslah pemefi-n desa dan 
rnasyarakat wnbehndo yang tertrait dengan pembentukan 
peraturan perundang-undangsn di de~ia. 
2. Sam@ 
Sampel yang di ambil adalah Kepala DM, BPD, LPMD, 
pengezda BUMDes, dan masywakat di Desa Sumber Bendo. 
SsmpeI penelitian diiiifh h g m  menggunslkan teltnik : 
a. Purposive sampling : dhljukan unhrk kelembagaan seperti 
pemerintahan d m .  
b. CIuMng Random Samp#r@ uniuk menentukan pendapat 
masysraket dwi tiap dusun di Dese Sumber Elendo. 
3. Jenis Data dan Alat Mamperdeh Data 
a. Data primer datam peneIit&n ini dIperoieh dengan : 
(I) Wawamara mendalwn (- inteNiew) 
Wewencara dilekvkan kepada Kepala D m ,  Pmngkat 
Desa, BPD, WD, pangelole p m k m i a n  yang ada di 



















Dilakukan dengan menyebarkan kueskmer terpirnpin 
b e M i  dengan pembdukan peraturan peNdang- 
undangan 
(3) Pengmatan partisipatif 
Dilakukan clenggn cera mengameti secara langsung 
ektffltils pembentukan pereturan perundang-unelangan. 
(4) Focus Group Discussian I 
Dilakukan dengan cam rnengwnpulkan stake holder 
yang memitiid peran, kepentingan dan terimbas tefhadap 
pembntukan pemtumn pewndang-undangan. Pada 
FGD ini adalah tahap peaencanaan bemama berkaiin 
dengan pembentukan peraturan perundang-undangan 
yang dibukrhlrcm. Jika tahap pertam mfM& dm 
perencanam matang maka FGD 2 dapat langsung 
Okenrasi dan intenremi 
( 5 ) F w  O w  Dkcwrlon 2 : DWukan dewan cam 
mengumpulkan stake hdder yang memilikl perern, 
kqpbntingan dan brimbas terhsdap pembentukan 
peraklran penmndang-undangan. Pade FQD ini adalah 
tahap pematangan p e m n a a n  benarna belikajtan 
dengan pcmbentukan peraturan perundang-undangan 
yang dibutuhkan. Jike tahap ini Tindakan dan obwasi 


















(6) Focus Group Discussion 3 : Pada FGD ini adalah tahap 
permtangan Tindakan den chse~asi kkaitan dengan 
pembentukan peraturn perurldang-undangan yang 
dibutuhkan. 
(7) Focus Group Diwxwion 4 : Padm FGD ini adalah tahap 
pematangan TEndakan dan observasi dan sekiigws 
melakukan mluasi berkaikn dengan pembentukan 
pe*lturan penmndang-undangan yang diiMrem 
b. Data sekundsr : 
(I) Bahan Hukum Primer : 
@) Undang-Undang Dasar 1945, 
(G) Kitab Undang-undang Hukm Perdata KUHPerdata 
(KUHPd*], 
(d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1982 tentang 
Perkoperasian, 
(e) UndangMng Nomor 1g Tahun 2003 tenfang 
M a n  Usaha Mili Negara, 
( f )  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
PeNbahan URdangUndang Momor 18 Tahun 
2001 tentang Yayasan, 
(g) Undang-Undang Nmor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahen Daerah, 



















(i) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 
-, 
0) Peraturan Pemerintah Norna 6 Tahun 2000 tentang 
Perusahaan Jawtan (Pe jan) 
(k) Keputusan Mmteri Dalam Nageri dan Otonomi 
Daereh Nomor 43 Tehun 2000 tentang Pedoman 
Keja Sama Permhaan Daerah dengan Pihak 
Ketiga, 
(I) Peraturan Menhi Dalam Negeri Nomar 4 Tahun 
2007 Tentang Pedoman Pengelohan Kekayaan Desa, 
(m)PeWran Menteri Dalam Nqeri Nornor 37 tahun 
2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kemngan 
De=, 
(n) Peraturan Menteri Dalem Negeri Namr 38 tahun 
2007 Tentang Kerja Sama Desa, 
(0) Peraturan Daerah Kabupabn madiun No 14 Tahun 
2007 Tentang PernbwWan dan Pengelolean Badan 
Usaha Milik Dem; 
@) Peratwmn Bupati Kabupeten Madiun No. 33 tahun 
2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No 14 
Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan 
Badan Usaha MZlik Desa 


















Bahan hukum sekundes rneliputi bahan buku-buku, 
skFjpsi, tesis, di~ertasi hukum dan jurnsl-&ma1 hukum. 
Disamping itu juga pendapat ah11 hukm dan subyek 
hukm yang nantinya &pat menjadi petwjuk bagi 
peneiliti d h  m b a h a s  yang bsrkabn dengan lsu 
hukum. 
(3) Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum y3.w ketiga adabh bahan hukum tersier 
yakni : ensiklopedi, kamus urnurn dm kamw hukum. 
3.4. Reaponden Penelitian 
Responden penelMan ini meltputi : 
1. Kepila Qesa 
2. BPD 
3. KapalaDusun 
4. Tokoh Maayarakat 
5. LMDH 
6. LPMD (Lmbaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) 
7. Karyawan atau pengebla BUMDes 
3.5. Analisis Data 
Data primer diperoleh dari wawancara, menyebar kuesioner, 


















dengan metode deskrim kualitatif dan kuantitatif untuk kemUdian 
diinterpreWrkan dalam bentuk anellsis.. Data sekundar dari peratutan 
perurldang-undangan yang ada tliolah dengan analisis mi. (content 
analysis). 
3.6. DeBnbi Qpamional Variabel . 
1. Pengembangan &I : modfikasilpembahs~~n yang lebih 
berkain dengan bentuk yang Mri dari ana l i i  sistem, 
kebutuhan, formulssi masaiah, dan aalusi yang lebih imatif 
2. Pembdajann bsttmsis komunlb. : datati metode pmbetajaran 
altmatif berbasis komunbs, metode pmbekjaran dhmna prosles 
pernbelajam barbasis kebuhrhan, model pembe;hjaran komurwitas 
yang memungkinkan maeyarakat sendiri mere$leksikan 
pembelajaran sebagai $idem pemb-n yang menghargai epa 
yang menjadi lteyakinan pengetahumnya -8i basis aspirasi 
bagi kehidupan. 
3. LegklatW Dmftlng : teknik dan p m e s  pembentukarl pemran 
~psrundang-undmgan. 
4. Contract LMMng : teknik dan prow3 pmbentukan 
kontwWperfanjii 
5. Pemhdayaan : Pembenbyaan Wsyarakat adalah sabagai suakr 
upaya untuk menggemkkan pe~bahan dan mentransfonnasikan 


















6. Desa rekitar hutan : adalah kesatuan masyarakat hukurn yaw 
memiliki kmnangarr untuk mergatur dan mngunts kepentibgan 
masyarakat setempat bedasarkan aeakrsul dan adat-.Madat 
setempat yang diikui dalarn sistmn Pemerintahan Nasional dan 
berada di Daerah kotal)<abup#ten di wilayeh ata~r dWtar huten 
7. Badan U#ha Miltk Dma (BUMlks) suatu ternbagatbadan 
pemkonmian desa yang b e M a n  hukum di bentuk dan dirniliki 
oleh Pemerintah Desa, dikelola sewra ekonomis mandiri dan 
profslsional dengan modal selumhnya atau aebagian bear  




















4.1. GAMBARAN UMUM DESA SUMBER BEMO 
Desa Surnberbendo merupakan salah satu desa di Kecamatan 
Saradan Kabupaten Madiun yang letaknya sangat t e~end ,  karena 
secara geografis, Desa Surnberbemio bergda dalam kawasan hutan milk 
Perum Perhutani KPH Saradan. Secara umum keadaan topografi Desa 
Sumberbendo adahah merupakan deerah pertanian. Dimana kondisi tanah 
Desa Sumberbendo adalah sebagai berikut : 
a. Subur = 79,900 HeMar{Ha) 
b. T'ldaksubur = 268,270 Hektorr(Ha) 
Sedangkan batasbatas wilayah desa Surnberbendo meliputi : 
a. Sebalah Utara : Desa Wino - Kernatan Sekar 
b, Sebelah Selatan : Desa Tulung - Kernmatan Saradan 
c. Sebelah Barat : Desa Bulu - Kecamatan Pilangkenceng 
d. (lebelah Tlmur : Dem Klangon - Kecamatrm amden 





= 70.770 Hektar (Ha) 
= S.346 Webr(Wa) 
= 268.270 Hektar (Ha) 


















3. Iklim : 
Iklim Desa Sumbehendo, sebagaimana dem-desa lain di wilayah 
lndanesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, ha1 tersebut 
mempunyai pengaruh langsung teihadap pola fanam yang ada di DsJa 
Sumberbendo Wmatan  Saradan W p a t e n  Mediun. 
4. Wilayah Admini.gui Pemarintahan Deea : 
Jurnlah Dusun di Desa Sumberbendo ini ada 4 (empat) dusun. yaitu : 
a. Duwn Piji -  9 Rukun Tetangga (RT) 
b. Dusun Tawangsono = 7 Rukun Tetangga (RT) 
c. Dusun Kece - - 8 Rukun Tetangga (RT) 
d. Dusun Oro-orowanr = 9 Rukun Tetsngga (RT) 
5. Kondisi Jalan : 
a. Jalan tanah = 2.000 meter (m) 
b. Jalan keras = 12.000 meter (m) 
c. Jabn rabat beton = 1. t 00 meter (m) 
d. Jalan aspal E TOO metsr(m) 
8. Lokaai Deu : 
a. Jarak dssa ke Kecamatan = 21 kilometer (km) 
b. VValrtu tempuh ke Kecamatiln = 1,Sjam 
c. Waktu tampuh ke pusat fasiltas urnum 
(Pasar, Kesehatan, Pemerintahan) = 1,25 jam 
d. Ketefxdiiaan angkutan morn = 2 kaliPPlhari 
7. Pelaku Pemeringhnn dan Tokoh l koa : 



















c. Staf Utusan Pmefintahan 
d. Staf Urusan Pembangu~an 
e. SPaf Urusan Keuangan 
f. Staf Urusan Umum 
g. Staf Urusan Kesra 
h. Kasun Piji 
i. Kesun Tawangsono 
j. Kasun Kece 
k. Kasun Oro-orowaru 
I. ModJnOwowa~u 
rn. Ketua LPKMD 
n. Ketua BPD 
0. Tokoh masyarakat 
p. Tokohagama 
q. Tokoh pemuda 
= DJUARI 
= SUKOTJO 
= ARlS SUYANTO 
5 H. MIFTAHUDiN, Sag 
= MUNIB MAHAININ, Sag 
= WELO 
8. Kepmndudukm : 
a. Jutnlah penduduk = 6.026 ]kYB 
I )  Laki- kki 3 2.497 jhnra 
2) Perempuan = 3.529 j i i  
b. Jumlah Kepala Keluarga = 1.868 kepala ksluarga (KK) 
c. Jumkah Penduduk (berdasarkan usla) : 
I) Mia 0 - 14 tahun = 5.933 jiwa 


















3) Usia 56 tahun ke atas = 213 j i i  
9. Tlngkat KmmjahBman Masyankat : (dolam Kmlwa) 
. .. . 
Tiikat Ksseiadltemn Ra at 
KAYA SEDANO '7- R7-M 1 
162 KK 1648 jiwa 
11. Sbuktur Maw Pemahrrian Penduduk : 
Mata pencaharian perrduduk desa mberbendo brvariasi 
jika diimrentarisir brdapat 10 jenis mata pencaharian. K a m  W i s i  
geografisnya maka paling dominan adalah bergerak dibidang pertanian 
dengan strulrtur pemili sawah, penyewa dan bumh tani. Untuk bbih 
Tabel 4 
Tingkat M i l k a n  
lengkapnya dapat dirind d a g a i  berikut : 
a. M i l i k  sawah a 1.013 orang 
b. Penyewa I penggarap = 607 o r m ~  
c. Buruh tani = 405 m n g  
d. PNS = 12 orang 
8. Magang kedl = 54 orang 
1) Wafung = 46 unit 
2) Kios O 6 unit 
647 KK 1 1.941 jkva 
TkWTamatSD 1 
329 


























f. Beoak = - Orang 
g. Ojek = - aranS 
h. Tukang kayubatu = 25 orang 
i. Tukang jahii - 5 orang 
j. Buruh lepas - - orang 
12.Sanna d m  Pml l~rrr~  De8a : 
a. Balai desa 
b. SDKK 
c. Pustu 
d. Pasar desa 
e. Masjid/Mushola 
f. Iligasi 
g. Jatan kabupaten 
h. Jalan kecamatan 
i. Jakn desa 
= t buah 
= 6 buah 
= I unit 
= 18 buah 
= 2 kilometer (km) 


















4.2. POTEtdSl KEMAMPUAN PEMERINTAHAN DEW DAN 
MASYARAKAT DESA SUMBER BENDO DALAM MEMBUAT 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANOAN 
Qesa Swnberbendo yang tebbk di Kernmaten Saradan 
Kabupaten Madim secara administratif merupakan w i n  dari 
pewlenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai bagiin dari 
penyelenggararm fungsi pemerintahan deaa Sumberbendo mamiliki 
kelengkapan aparatur desa yang terdiri dari kepala derra beserte 
kelengkepapnya (antara lahn terdii dari sekretevis dm8 (carik), kaur. 
pemerintahan, kaur keuangan, kavr kewjahteraan, kaur keagamaan 
(modin), Badan Penusyawantan desa @PD) yang mana kedudukan 
antara kepala desa dan BPD adalah sejajar. 
Kesejajaran sebagairnana dimaksud Nampak pada peran dan 
fungsi BPD adalah sebagai lembaga Legislasi, Pengayom adat istiadat. 
penyalur aspirasi masyankat dan terkahir memi1'i fungsi pengawasan. 
Tugas dan fungsl BPD pada pokoknya antara fain : 
1. 6%- urtuk menjaga dm mengayomti asakrsul aerta &a! istiadat 
masyatakat setempt : fungsi pengayoman. 
2. Bettugas untuk mengetahui iceinginan, kehendak dan harapan 
(menyerap aspirasi masyarakat) untuk diaerjuangkan dalam 
pernbuatan kebijakan, program dan k e g i i n  di desa mereka : fungsi 
penyerapan aspirasi 
3. Bertugas untuk menrbuat Perattiran Dma barsama-same dengen 
Kepala Desa : fungsi legislasi. 



















5. Be- untuk mengawasi penyebnggaman pemerintahan dam he1 
pelaksanaan berlakunya Peratumn Desa, Pelaksanaan APBQes. dan 
Kepwtusgn Kepela Desa : kngsi pengawasan. 
Berdmarkan gambar diatas =ra obyektif kondisi di lapangan 
bahwa dengan mkaniime yang Wkhan€i justru bsga membuat 
penyelenggraaan pemetintahan dl desa Sumberbendo berjalan secara 
efektif. !lndikator yang bisa dflhat antara lain dabm tradiai msyarakat 
pedesaan di Sumberbendo, dhwkan dua pola mUspwarah datam 
mengambit kebijakan deh aparat atau pamomg desa M u :  
1 Musyawarah yang bers'M kerakyatan yaigr, prows 
musyawerah Wak banyak dipengaruhi oleh sistem 
kekuasaan. Prinsip yang dipakai dalam musyawarah &lah 
=d'dwduk sama rendah dan berdiri samra -gin. 
2. Musyawarah yang terphpim, pmses mnreyawarah 
dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemimpin tertinggi di 
desa. 
Bendasarkan kt? d w  pola tersebut tentunya sangat potensiat untuk 
membangun partisipasi myarekeut atau lebih wring dikeml dengan 
istitah rembug desa. Akan Betapi sarana yang pokndal stmacam ini t i k  
dimanfaatkan secara mWmal khususnya &lam pro- penyuwnan dm 
pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat desa (Perdes). 


















2009 hrrnya membuat satu produk hukum berupa peraturan desa tentang 
Anggaran Pendsylatan dan Behnja Desa (APBDes): 
D-ping ksbemdaan Pemtumn clesa sehgairnsna dirnaksud 
aparatur dese leWh suka melYgitamasE kebijakan yang dibuat dengan 
menggunakan kepufusan kepala desa sebagai con- diketernukan antam 
lahn keputusan kepah desa tentang pengangkatan perangkat dase, 
keputusan kepaia desa tentang iuran hati kemdebm, keputusan 
kepelor d m  tsntang i u m  Ntin sdap bulon, dan sebagabya. 
Menurut Arif Effendi selaku Kepala Desa mengutamkan bhwa 
faktor dominan dan kscenderungan yang ada mengqpa masyarakat 
maupun perangkat desa sangat minim sekali rnembuat Peraturan desa 
adalah berkenaan dengan madah panormaan, konakmn, dan 
minimnya scxsialiii hukum ke desa. A k a  tcMapi Arif mengutarakan 
bahwa meskipun hsl termbut rnenjadi kendala uwm masyarakat tetap 
antus'is untuk menycrsun Peraturan desa yang -]patif sebagal sarana 
pembetajamn dan payung hukum bagi aparat desa &lam mengelola desa 
secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. 
Bettit& pangkal dari kandiii obyektif sebaaaiiana tetah diutarakan 
diatas maka a n t u s i  masyarakat desa Surnbsrbendo untuk nrenyuwn 
Peraturan dew sanget tinggi. Akan tetapi seam kapasitas dan keahlian 
Sumber daya manusia memang belwm mendukung. Penekanan untuk 
menyusIJn Perdas memang haw mendapahn skalrr prioritas mengingat 
b a h  dalam penyelenggaraan urusan pemrlntahm desa, yang disebut 



















jawab atau tugas Pemerinteh Desa. U w n  panmintahan yang menjadi 
kewenangan dem, yam : 
I .  Urusan yang sudah ada berdasarkan hak asat-usul desa. 
2. U m n  pemer'maahan yang menjadi kewemngan KabupaWNota 
yang dhattkan pengaturannya kepMSa Desa. 
3. Tugas pembmtum dari Pemerintah Pusat, Petnerintah Propinsl. 
danktau Pamerintah KabupabnXob. 
4. Uruwn pemefirltshan Ennya yang oleh peraturan perundamg- 
perundangan dkerahkrm petda desaa. 
PembenWkan sebuah perahran perundang-undangan, &lam ha1 
ini Peraturatl Desa, mempakan sebuah proses rang harus d i i a n  
dengan kualiis konsisten dari nngkaian yaw beruiangulang, seragam, 
dan dapat dlketahui karena keteratumnya. Perencaiman montpakan 
langkah awal dalam upaya memapsi suatu W j m ,  ckmikkm hainya 
dengan pembsntukan P e r a m  Desa. Pihak yang bsrwerreng untuk 
mem-bentuk peraturan adalah pihak yang ssdang berkwm, &lam arti 
pemrintah, kemudii dk.hkm oleh lembrga yaw k r w , ~ n g  ubrgri 
presentasi perwaldlan raw.  
Peraturan Desa ad- pemran yang dikkpken oteh Kepela 
Desa dengan pemquran dari Badan Pennuciyawafcrlan Desa (BPD). 
oleh perangkat desa dan memperdeh masllkan dad berbagai elemen 
masyarrrket Bentmurg hal-ha1 yang pr lu diatwr. m l a h  men- berbagai 


















masukan dad mesyarakat, Kepak Oesa menyslsun draft Peraturan Desa 
dan d i i h k a n  k-a Badan Pmusyawaratan Desa yang akan 
melakaanakan rapat gum membdtas draft tersebut. Badan 
Perrnusyawaratan Desa yang terbentuk dari berbagai mtwakilan elemen 
masyaralsat tersebut Wak langsung menerima d d  yang dlajttkan deh 
Kepala Desa, tetepi dibahas dengan alur musyawgrah, sstaingga 
Peraturan Desa yang dWpkan m a i  dengan kebuhlhan dan aspirasi 
rnasyarakatnya. 
Pewran Desa yang ditetapkan okh BW memuat tentang (a) 
peraturan yang b d i  mangatur, (b) segela sesuatu yang menyangkut 
kepenlingan masyamkat desa, (c) segscb seswtu yang mnimbulkan 
beban bagi keuangan dews. Draf4 Ptsfatum h s a  tembut diajukan pada 
BPD unhrk pengambitan k e w n  dengan berdasarkan masdm dari 
rnasyarakat dan mmpakan tanggullg j8wab BPD. 
Berpengkal dari unrian diatas maka secara langsung Pedwnan 
tentang pernbentukan Peratun Oesa maupun produk hukum Wnnya di 
desa Surnberbendo Kecmatan Saradan Kabupabn W u n  hgnts 
senantiasa disesuiakan dengan Peraturan Wnteri D a h  NegeFi No. 29 
Th. 2008 bnbng Pedoman Pembemkan Dan Mekan'me Penyumnan 
Peratumn Desa sebagai kosnistensi dmnubrya as813 /ex sum??oir 
&m@Me krr idetku yang mna kaedah hukum yew Wih tinggi haws 
rnenjadi pedoman tmgi pembenMcen prod& hukum yang lebii rendah 
dernikian halnya produk hukum yang lgbb rendah tidak W h  


















Dengan demikian pokok-pokak pikiran yang lazim diatur dengan 
Peraturan Desa adabh hal-hal yang mengatur tentang segala sesuatu 
yang berkaiin dengan penyelengsaraan pemermtahan tima, 
pembangunan desa, pember-dsyaan masyaakat desa dan menylskgn 
penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang W h  tinggi. 
Peraturan Desa dibentuk dan disuwn deh kepalrr desa bersama dengan 
Badan Permueyawaratan Desa dengan mmpwhdkan masukan dan 
usulan dari masyarakat setmpt baii 880ara Lisan maupun tertulis. 
Pembentukan Peraturan Desa hi dapat dimwlei deh pemerintah desa dm 
dapat juga berupa uwlan dari Badan Permusyawamtan Dega . 
Peraturan Desa tidak bdeh bettwangan dengan peraturan yaw 
lebih tinggi , dalam ha1 ini Peraturan Desa tidak boleh berterrtangan 
dengan Pmturan Daerah KabupaknMata, padahal suatu peraturan 
perundang-undangan dapat dilakukan eveluasi dan diiukan kepada 
Mahhmah Agung Untuk dilakukan peng-ujian secara m u i l  jika 
pecaturan tersebut bertentangan d m  Undgng-Undang. &lam 
Irmplmn yrng tuoamm dl Pomtunn M.Marl0.lrm Negerl No. 29 Th. 
2006 tentang Pedornan Pembntuken Dan Makanisrne Penywunan 
Permran Desa dirwnuskan secara baku tentang teknik penyusunen 
Peratunn Desa. Wagai salah satu prodlrk perahrran perundang- 
undangan yang rnengatur tentang kebijakan lokal, meka seharusnya 
teknik penyusunan Peraturan Oesa tidak perlu dirumusbn secara rind 
dalam suatu Peraturan Menteri Dalam Negeri, melainkan diserahkan 


















Berpangkal dari uraian diatas maka untuk mewujudkan 
pemerintahan yang baik diperlukan dvkungan seieparangkat peraturan 
penmdang-undangan khususnya peraturan desa yang bka antara lain: 
a mengarahkan penyebggara pernerintahan desa unfuk 
mewujudkan keseighteraan rnesya~kat desa. 
b. Untuk mengubah parilaku penyelenggara pemerintah desa 
ke arah perileku yang berpihak kepada rakyat di su& d m ,  
maka penyusunen inatrum hukum ben~pe peraturn desa 
haruslah dilakukan secara partkipatif, dengan melibatken 
semua unsur yang ada dalarn rnasyarakat dan dilakukan 
secara tsrbuka. 
c. Dengan penyusunan perdes yang partisipatif ini, peluang 
pemerintahan desa untuk menggunakan perdes sebagai alat 
p d k  dalam mngtia mempejuangkan kepentingan 
pribdinya dapat diminirnalilr. 
d Paitbipasi dapat digunakan sebagai instrumen mb-n 
kekuasaan pernerintahan dssa dan sebagai mekankme 
konbl sosial bagl pemefhtahan b e  ddam penyusunan 


















4.3. HAMBATAN, TANTANGAN DAN PELUANG KEMAMPUAN 
PEMERINTAHAN DESA SUMBER ENDO DALAM MEMBUAT 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANW DAN INSTRUMEN 
HUKUM LAINNYA. 
Berdasarkan uraian d i i  maka dengan berlakunya Undang- 
Undang No. 32 Th. 2004 tentang Pwrintahan Deereh menggantikan 
Undang-Undang No. 22 Th. 1999 tentang Pmrintahan Dae-rah maka 
fungsi Ba&n Permusyawanten Desa (BPD) menurut Undang-Und9ng No. 
32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengabmi penyempitan 
fungsi yaihr menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kqala Desa 
dan menmpung, menyalwkan aspirasai masyarakat desa. Walaupun 
beadasarkan Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemefintahan 
Daerah. Badan Permusyawamtan Desa tidak lagi memitiki fungsi 
pengawasan terhadap kepala desa, namun furrgsi ini Map dapat 
dijalankan karena Ba&n Permusyamratan Desa tetap bemrenang dalam 
proses pyusunan Peraturan Desa. Diinitah letak fungsi kontrol Badan 
Permusyawamtan Desa hrhadap Kepala Desa. 
Pembuatan atau penyusunan Peratwan Desa dalam konteks 
otonomi asti yang diiiliki oleh desa adalah : 
1. Meliiungi dan memperlues Nang otonomi &n kebebamn 
masyarakat. 
2. Membatasi kekuasaan (kewwenangan dan i n t e m i )  pemedntah 
daerah dan pusat, sertA melindungi hak prakaw masyamkat desa. 
3. Menjamin kebebasan masyarakat Uesa. 


















s. Menjamin p d p a e i  masyarakat desa dalarn proses pengambilan 
Iceputusan. 
6. MBmfasiliif petbailcan dan pengembangan kondisi sosial plitik dan 
506)ial e k m i  masyarakat d d l .  
Berdawkan uraian d b  maka d a m  rangka penyusunan 
Pemturan Desa (Perdes) khususnya di desa SumbeWndo Kecamatan 
Saraden Kabupaten Madiun diketemukan beberapa indikator berkenaan 
dengas, hambatan, tantangan, peluang, &lam proses pembetukan 
Peratumn desan maupun prod& lainnya. analisis tim dilapangan 
menunjukaan bahwa rnemang peraturan deaa marupakan bentuk 
peraturan perundang-urrdangan yang relatif h r  dalam kenyataan di 
lapangan belum begiitu populer dlbandingkan dengan bntuk peraturan 
prundang-undangan yang Lain. Kerena m d h  dafif baru dalam pnrktek- 
praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, seringkali Perdes 
ini diabaikan. Bahkan masih banyak dari pemerintah dm bahkan 
masyarakat desa mengabaikan Perdes hi sebagai dasar 
penyel8nQgman unman kepemerinltahan di tingkat desa. 
Kenyataan seperti itu berdampk pada kurangnya pematian 
pemeirntahan desa dalam proses penyusunan sampai pada hpkmnbsi  
suaftr Perdes. Banyak pemsrimhan desa yang mengggnggaa dan Idqua 
pokoknya adquo: terhadap pmaturan desa, sahingga smhgkali Perdes 
diiusun secara mhkmgan.  Padahal Perdes Ilendaknya dlsusun secara 
s ~ m t  hdb~~,~Penrlum Dbsa : hsbument Meriggapmi Kesephhman Mesya~)lmt 


















sungguh-sungguh berdawrkgn wdah demdvasi dan partkipmi 
masyarakat sehingga benar-banar dapat dyadikan acuan bagi 
penyehggaman pemerintahan di tingkat desa. 
Pambentukan pemturan hukum (Perdes) mupun produk hukum 
lainnya yang dbmakratii hanya akan t e w  apabih didukung oleh 
pemerintahan dew yang baii d a m  wbaliknya pemerintahan yang baik 
akan diperkuat dmgan perahran hukum yang demokratis. Dengan 
demikian, terdapat hubwngan ltimbel ballk dan saling menunjang antara 
pemerintahan yang Wfk dengan perahrran hukum yang demokmtis. 
Dengan demuriarn gagasan mengenai tgta Wla Pemrintahan 
yang bdk dalah sekumpulan prinsip dan gagasan tantang : 
1. keabsahan (legitknasi), kewbnangan (kompetensi) dan 
peftangg-n (accountability} dari pemerintah. 
2. Penghormatan tefiadap kwibawaan (supremad) hukum dan 
perangkatnya den hak asi manusia, serta. 
3. Befbafpi ha1 lainnya png  diharapken o h  mkyat dad pemerirttah 
yang melayan1 kewntingan khalayak, 
Pemrintah yang balk adelah wbuah kerangka mendarrar di mna 
kegi in  wira waha (pedaeang, petani, bllruh, dB.) dapat brjalan derpgen 
baik dm menghasilkan kewjahbmn swwa adU. Pemerintah yang baik 
menjamin hak masyarakat umum untuk mendapatkan pelayanan umum 
seperti kesed\aten, pendiihn, perurnahan dan pelagrstran publik ymg 
lainn*. Tanpa suatu pemerintahan yang baik, sangatlah sulii untuk 



















kewajiban pernerintah yang bak bersiit menolong, bergantung pada 
aturan, b e k i t  terbuka (transparan), harus bertanggungajawab 
(accountable), menghargai dana puW (atau uang rakyat), bersifat 
responsive, menmarkan inkmmsi, bersifat d l .  
Semangat demokmth8i dan otDnomi (khueusnya o t m l  desa) 
menuntut proses pembentukan pemdang-ltndangan itu derjadi seam 
demkmtis, yang antara lain d i ikan oleh : 
1. Partisipasi masyarakat lugs : Proses perenaman h a w  memberi 
kewmpatan yang seluas-luasnya, khususnya kepada pihak-pihak 
yang akan dipegaruhi oleh keputusan yang akan diiuat (stake holders 
pihak yang mempunyai kepentingsn). Untuk membenkan 
masukan, kritik den mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. 
2. Tmparansi : adanya keterbukaan sehingga masyarakat dan pers 
dapat mengetahui dan mernperdebatkan draft mncangan secara rina. 
3. Pertanggung jawban: menyerahkan keputusan met& untuk dikaji 
oleh instanai yang lebih tinggi dan deh wangorang yang berhak 
memilih. 
4. D a m  bEngkal peraturan: Pmbuatan keputlLBan 'tMak didasarkan atas 
intuisi dan kecenderungan sesaat. namun sesuai de-n n o w -  
norma yang tetah di iakat i  yang didasarkan atag aka1 sehat dan 
pewlaman. 
Berpijak dsri kerangka teoritik dan konseptual sebagaimana 
telah diimikan di- maka dalam konbb problem pembsnhrkan 



















Kecamatan saradan Kabupaten Madiwn dapat diklasffikasikan kedaiam 
tiia kategori utama antara lain hambatan, tantangan, dan peluang yang 
dihadapi. Untuk menmpemudah anallsie dan pengklasifikasian 
sebagairnana dirnakswd maka berdamrkan m u a n  dilapawan dapat 
diuraikan dan dijeleskan dagairnana berikut ini: 
Khsifikaai HPsil T m w n  Hambatan. Tantsngan Dan Peluang 
-
Kemunpm Pemorin8r.hpn Oeu bumbec~endo DPl8tn 





















































bi ing hukwn 
dan penmdang- 






dan mgu dari 
masyaraW 
fantangan 
Dari dabam : 
s m Y a n 9  
terbengun 
dalam 







m n g  ~ n g  




p a * W  
masyarakat 
























































ten- t e w i l  






























k a m  dalam 
pelaksanaan 
partisipasi 
tidak b i  
dslepgskan dglj 
pendanaan. 
Dari Lusr : 
a Masukrrye 
i m m h i  dari 























































dalam k e g i i  
s o s ~ i  















B e m r k a n  uraian diatas maka seoara keberlanjutan di buhrhkan 
adanya bngkah-langkah kongkrit dan stfategis d a b  rangka 
optimalisasi peran perangkat desa Sumberbendo dalm 
merumuskan peraRlran peruyrdang-undangan mulai pada @hap 
perencawan (musyawarah desa dan janing aspirasi), penyusunan 
dFaf peraturan pe~ndangundangm dan p d u k  Mum, 
p.mb.hun Ungk8p BPD dan Wlr d.lr runpal mda tah.p 
pengesahan dan pemb6ntukan poratum operaeional di Iapanmn. 
m@ka dari itu secara lengkap langkah korkrk 


















4.4. PENGEMRANGAN MUDEL PEWBEWARAN LEGlSLATlF 
DRAFTING DAN CONTRACT DRAFllNG BERBASIS 
KOMUNITAS S E B W l  UPAYA PEMBERDAYMN DESA Dl 
SEKITAR HUTAN YANG DAPAT MENGHASILWN 
PEt'WTURAN DEM YANG BERORlENTASl PADA PENDlRlAN 
BAOAN USAHA MILIK DEW 
memilik -i strategis untuk dkmbangkan menjadi unit-unit 
usaha bagi berdHnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Unit-urdt usaha 
ssbagaimans diiakwd antara lain unit usaha simpen pinjam perempuan 
sebagainya. Keberadaan Badan Usaha MiSik Desa (5UMDes) sangat 
dipefiukan mengingat bahwa terdajwt bebefapa dana hiiah baik dari 
pemerintah pusat, pemefintah pmvinsi, dm pemerintah kabupaten untuk 
dikelola secara mandiri, pmfesiional, tramparan, akuntable bagi 
Berpangkal dari uraian diatas keberadaan Desa dengan patens1 
yang besar sehawsnya dapat rnenghasilkan Pendapatan asli Resanya 
secara lebih mandiri dm lebii besar dengan upaya pendirian Badan 
a t  dma g e ~ ~ r a  bps! dengan pendirian BUMDes di harapkan mampu 
menopang perekmian dew secsra swadaya dan memberikan nilai 
lebih terhadap Pendepcrtan asli dsga. Di harapkan pula akan mnmbah 
lapangan pekeiaan yaq  ada di desa. 



















mmjukan perekonomian h, tneningkatkan kesejatikmm msymrakat 
desa. memberikan pelayman Brhadap kebutuhan myarakat dan 
meningItaIkan pengelohan acpet-aset desa yang ada. Harapan dengan 
adanya BUM-, pembentukan usaha b r t ~  yang bemkar dari sumber 
daya yang ada serta aptimalisasi kegiaten-kegiatan ekonorni masyarakat 
desa yang tekh ada. Diiisi lain akan terjsdi peningkatan kesempatan 
berusaha dalam rangka memperkuat otonomi dew dan mengumPgi 
pengangguran. Penggaiiin patensi desa sebaggi gmbrio BUMDes telsh 
dirintis seperti halnya yang Wadi di Desa Surnberbendo. Kecamatan 
Saradan, Kabupaten Madiun. 
4.4.1. TOPIK MA= FGDIPELATIHAN 
A. Kemngk Hultum BUMDES Yang Tqppt 
Ahnatif h t u k  badan hukum BUMDes, @&pat 2 (dua) a b m W  
bentuk badan hukum BUMD- yang @at dalam rangka pengembangan 
potensi &mi desa, yaku d a h  bantuk : 
1. P.rurhtur D.u (PERUMDEB); dm 
2. P e m n  Terbatas. 
bhwa BUMDes adalah suatu IembagaRredan pewkommian desa 
yang dfbenhrk dan diiiliki oleh Pemerintah Desrr, diketola secara mandivi 
dan pmksional dengan modal i l ~ ~ h n y a  atau eebagian besar 
merupakan kekayaan desa ygng dipiwhkan dan ditetapkan dengan 
Peraturan D6sa. D ' i n a  jib PeNmdes mehlpakan bentuk badan hukwm 



















merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan diitapkan dengan 
Permran Desa, sedangkan Perseroan Terbatag menrpakan BUMks 
yang modalnya sebagian besar merupakan kekayaan desa yang 
dipisshkan dan ditetepkan dengan Peraturan Desa. 
B.1. Perwokan De8a (PUZUMMS) 
1. btiiah d ~ n  mnw 
Bent& PeNmdes ini menrpakan salah satu bemk badan huktim 
BUMDeg yang digdopsi dari bentuk badan hwkum BUMN yaib Pemm. 
Sebagaimana diahrr dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 19 
Tahun 2003 tentang BUMN, Perusahaan Urnurn, yang selanjutnya disebut 
Perurn, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimitlki negara dan tidak 
terbagi ates saham, yang bertujuan untuk kernanfaatan m u m  bentpa 
penyediean hrang danlatau jasa yang bennutu !inggi dan se#ali$us 
menpjar keuntungan berdasarbn prinsip pengelolam peitsahaan. 
Untuk BUMDes, maka sangat tepat apabila PeNsahaan Umm atau 
Perurn ini kemudiin d i u t  dengan Permahaan Urnurn Desa 
(Perumdes). Perumdes sebagairnana bentuk badan hukum BUMDes yang 
modal seluruhnya dimlliki oleh Permintah Desa yang rnerupakan 
kekayaan desa yang d i h k a n  dan d i i  dertgan Peraturan Desa, 
rnaka sebagai bentuk Perunl dahm SUMN, modal Pefumdes juga tidak 
terbagi atas sahm, den Pennndes bsrtojuan untuk banfaatan umum 


















sekaliiue mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan 
perusaham. 
2. Pennodalan 
Telah dimmpaikan sebelwnnya bahwa Perumdes sebagai bentuk 
badan hukum BUMOes yang modal selunrhnya mempakan kekayaan 
desa yang tipisahkan dan t i i k a n  dengan Perabran Desa, maka 
sebagaianane bentuk Penun datan, BUMM, m6dal Pwumdes juga Udak 
terbagi atas sirham, dan Perumdes bertujuan untuk kernanfaatan urnurn 
berupe penyediaan barang danktau jasa yang bermutu tinggi dan 
sekaligus mengejar keuntungarr bedasarkan pnhsip pengelolaan 
wrusahaan. 
Permodalan BUMDes, t i iroleh dari 5 (lima) sumber permodillan 
sebagai berikut : 
(1) B U M h  mendapat modal awd untuk melakwwkan kegiatan 
usahanya dari m y a m  Desa yang dipisahkan dari APBDee 
dan dari Lembaga Kewangan yang ada di Oesg yang 
pe~~~&lanya sudah diserahkan kepada masyarakat. 
(2) B U M b  dapat memperdeh modal dari bantuan Pemerintah 
Kabupaten dan Propimi sarta sumber lakt yang sah dan tidak 
mengikat sesimi dengan Peraturan Perundang-undangan. 
(3) BUMDes dapat mmperoleh permodelan dari penyertaan modal 


















(4) BUMDes clapat memperdeh permodalan dari pinjaman melalui 
lembaga keuangan Perbankan yang pengaturan pinjamannya 
dilakukan oleh dan atas nama Pemen'ntah Desa yang diatur 
dalam Peraturan D m .  
(5)BUMW &pat memperuleh penmodalan dad an* 
masyarakat Desa yang beraengkutan. 
Dan' 5 (lime) aumber permodalan B U M M  tersebut di atas, maka 
tlntuk bentuk badan hukum Pe~mdes. wmber pgrrnodabnnya adalh 
yang temyata pada an- (I), (2) dan (4). Hal ini d i i n a k a n  dalam 
Perumdes yang menurut ketentuannya bahwe kduruhan modalnya 
adalah milik Pemerintah Desa dari kekayaan desa yang diisahkan dm 
ditetapkan dengan Pemturan Resa, sehingga tidak memungkinkan 
adanya benMr penyemn modal baik dari pihak ketiga rnaupun dari 
anggota masyarakat Desa yang bwsangkutan. 
3. h n h  Kegkhn Usaha 
jenis b g i i n  usaha BUM- d iua ikan  dengan potenst 
eked masyarakat Dega dan memiliki prospek usaha ycurlg baik. JenQ 
kegiatan B U M b  dapat benrpa : 
a. Mayanan jasa. meliputi : simpan pinjam d m  perlcreditan; 
b. FWgadmn mbako  masyemkat; 
c. P e r d a m n  saprodl, pupuk, biM pwhnian dm Mil ptanian; 


















e. Kegiatan perekmmian lainnya yang dibuhrhkan oleh 
masyarakat clan mampu meningkatkan nilai tambah b q l  
w-- 
Femiliharr jenis kegiaten BUMDes WsebUt diketompokkan menjadi Unit 
Usaha Dessl, dan psmilihannya dilakukan melalui musyawarah -a. 
4. Bag1 Haail UDIh 
Tahun anggaran BUMDes adalah mengglrnakan si&m katender, 
dimulai tanggal 1 (Wu) Januari dan bankhir sampai dengern tanggal 91 
(tiga puluh saw) Oesember tahun berjalan, sehiiga hasil keuntungan 
usaha BUMW juga di Is ,Wo sebiep tabun. 
Perumdes sehgahana bentuk badan hukm BUMDes yang 
modal seluruhnya djmiMki oleh Pemerintah Desa yaw menrpakan 
kekayaan desa yang dipkahkan d m  d i i k a n  dengan PerahIran Desa, 
maka d a b  Perumdes didni tiiak terdapat istitah pemegang scrham, 
karena modalnya pun iuga Wak te-i atas saham. sebagaiina bentuk 
Perurn datam BUMN.* 
dengan kemtwn : 
a. Apabila kerjasamdperhtan yang dimgksud m M U k m  
jaminan h a d  benda yang diiillki ateu dkeiola BUMDes yang 


















persetujuan Pen-t dan dktujui deh mesyarakat dalm 
musyawmh D m .  
b. Apabila kerjasama@efikatan tidak mwnerfukan jaminan harta 
benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak 
megakibatkan beban utang, maka cukup diktporkan kepada 
Pen-. 't 
6. Mekanismo Pengelohan dan Pertans~unpfm#ban 
mengenai mekan i i  pengelMean dan pwtwggungjmaban 
adalah stabagai be#&&: 
a. Pengelokan useha BUMDes harus dilakukan secera tranparan, 
yang dapat diketahui, diikuti, diintall d i d  dm dknraiuasi 
oleh warga masyamkat Dea seeera luas; 
b. ~~ usaha hams akuntabel, mmgikuti kaidah 
akuntansi yang berlaku sehirrgsa &pat dipertangguqjawabkan 
kepada masyarakat; 
c. Masyarakat psmegmg saham teriibat sslcam aktif dalam proserr 
pemmnaan, ~elakbanaan, pe- dan pengembarnarb 
W i n  uasaha; 
d. P e ~ e d e a n  kegMan usaha berkelanjutan, dapat memberikan 
hadl da manfaat kepeda masyamkt 
e. Pengelolan kegiatan usaha h m s  ~ ~ l ,  berdasarkan 
kesepakatan antar pelaku cMam masyarakal Desa sehingga 


















pertanggungjawaban Pbngurus (dam ha1 ink yang dknaksud 
dengan Pengurus d&im Perumdes adalah Direksi) dalm pengeldaan 
BUMDes dilaksanakan sesuai dengan tahun W n  bhitung mulai 1 
Januari dan berakhii 31 Desember. Pengurus -jib inembud Lapomn 
Tahunan tentang perkembangan uwha BUMDes dan disahkan oleh 
Kepala Desa. SelambaMambatnya akhir bulan Ma& tahun berikuhya, 
pengurus menyempaHtan laporan keuangan! yang terdiri dad neraca dan 
perhiiungan labalrugi M u m n  kepada Kepala Desa untuk rnendapat 
pengesahan. 
7. Mengenri Pembinaan 
Pembinaan @his tefhadap BUMDes dilakukan oleh instansi 
Pernerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Badan Pembedayaan Masyarakat Desa (PMD) 
B.2. Perrrc~lln Terbrtsr 
1 Iatiiah dun Definki 
Bentuk Pertmoan Twbahs bi merupaken salah OOfLl bentuk badsn 
hukum BUMDes yang diadopsi dad bentuk badan hukum BUMN, yaitu 
Persero. Sebagaimana W r  dalm Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Perusahstan Pereeroan, yang 
selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseraan 
terbatas yang modshya terbagi &lam saham yang S~ IUN~ atau paling 
sedikit 51 % (tima puluh sahr persen) sahamnya dirniliki deh Negara 


















Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2005 menyatekan bahwa bmadap 
Persero berlaku segala ketentwan den prinsipprinsip yang bdaku bagi 
perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tehun 1995 
tentang Pemroan Terbatas (sekmng UU No. 40 Tahun 2007 tentang 
Petsemn Jerbata~). Maka t ehdap BYMDes yana berbenhrk Pemeroan 
Te-s juga bgrlaku q a l a  ketmthn dan prinsip-prlnsip yang berlaku 
bagi p e m n  terb&as sebagahnana d W r  dalam UU No. 40 Tahun 
2007 tentang Permroan Terbates (UUp7). 
2. o w n  
Menurut pasal 13 UU No. 19 Tahun 2003 jo. Pasal 1 angka 2 UU 
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Organ 
Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RYPS), Direksi, dan 
O w n  Komisaris. RUPS adalah organ perser-n ygng mempunyai 
wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan &misaris 
dalm barn yang ditentukan d a h  UUPT danlatau Avnggaran ~asar.'~ 
Oiseksi adakh organ pemm yang kwenang dan bertarrggung jawab 
penuh atas pengurusan perserm unkik kepmtingan perseroan, $esuai 
dmgan rnaksud dab tujuan prseroan serta mw&ili parseroan, baik dj 
dalam tnaupwr di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran 


















metakukan penpmmn secara umum danlatzlu khusus sesuai dengan 
Angg9ran Desar wrtm member nasihat kepada ~ i r e k d . ~  
Pasal 14 ayat (1) UU No, 1s Tahun 2003, menyatakan bahwa (1) 
Menteri bertindak selaku RUPS dalam ha1 selunuh saham Persero dimiliki 
oleh Negara dan bertindak selaku pernegeng saham pada Persen, dan 
pemman Wbatas dabm ha1 tidak selltruh sahamnya dirniliki oleh negara. 
Hal ini apabila diadopsi okh BUMDes yang berbentuk Pemroan Terbatas, 
maka Kepala Dew bertindak seleku RUPS d a b  ha1 d w u h  saham 
Persero dimiiii deh Peunerinteh lkm data berlindak selaku pamegang 
sallam pada Persero dan prseroan t e r n s  delam ha1 Wek d u w h  
sahamnya dkniliki OM Pemerintah Deea. 
Segsla hd mengenai tata oara psngangkatan maupun 
pembemenfien, persyaratsn, kewmngart, hak kewajban dan lain 
sebagainya bagi BUMDes yang berbentuk Penreman Tedmm twntuk 
pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang P m m n  Terbatas (UUPT). 
3, Permadah 
Segala ha1 mengenai permodalan bad BUMDes ysng berbentuk 
Perseroan Terbatae tuntuk pada p a l  31 sampai dengan 02 Bab Ill 
tentang Modal dan Saham UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
TertMtas (UUPT). Sebagaiana temyata dahm Pawl 1 angka 2 Undang- 
Undang Nornor 69 Tahun 2003 tentang WMN, Peruaahaan Penreroan, 
yang seZanjufnya disebut Penare, adatah BWN yang berhntuk 


















atau paling sedM 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dmiliki oleh 
Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keurrtungan. 
Mengenai germoddan BUMDes, sum& permodah BUMDes 
adalah sebapi briltut : 
(1) BUMDes mendapt modal awal untuk melaksanakan kegiatan 
usahanya dad kekayaan Desa yang dspisahkan d8ri APBDes 
dan dari Lembaga Keuangan y?ing ada di Desa yang 
pengsldahya Wah diirahkan kepada masyamkat 
42) BUMDes dapat mmperoleh modal dad bantwan Pmrintah 
Kabupaten dan Propbrsi swta s u m  lain yang sah dan tidak 
twngkat sesuai dengan Peraturan Perundang-umhngan. 
(3) BUMDes dapat mernperuleh permodalan dari penyertaan modal 
pihak ketiga yang hak-hak kepemNikartnya diatur dalam 
AD/ART. 
(4) ~M~ dapat mempoleh pernodalan dari pinjaman rnelaiui 
bmbaga keuangan Perbankan yang pen-ran pinjamannya 
dilakukan oleh dan atas nama Pemedntah b s a  yang diatur 
dalam Pemturan Desa. 
(5)BUMDes dapai mempemleh pennodalan dari anggota 


















Pmeroan terbatas h a m  mempunyai maksud dan tujuan serta 
kegiaten usaha yang Wak m g a n  dengan kekntuan peraturn 
perundsng-undangen, kerterhin umWn cYan/atau kewsilaan, demikian 
dMur dirlam p a d  2 UUPT. Maksud dan tujuan serta kegiatan usPrha 
Pewroan Terbatas &mebut harue, diiRgkan d a b  Anggam Dasarnya. 
sebagahana dirlyabkan daiam p a d  18 UUPT. 
Jenis w i n  usaha BUMDes disesuaikan dmgan potensi 
ekonomi rnasyarakat Dega dan memilslcr prospek m h a  yang baik. Jenis 
kegiatan BUMDes dapat bmpa : 
a. Pelayaftan jam, meliputi : simpen pinjam dan perkreditan; 
b. Pengadaan sembako masyarakat; 
c. Perciagangan saprodi, pupuk, bibi pertanian dan k i l  pertanian; 
d. IndW kecil dan kerajinan masyarakat; 
e. KegMan pemkonomian lainnya yang dibutuhkan oleh 
masyamkat dan mampu meningkatkan nilai tsmbah bagi 
masyarakat. 
Pemilihrn jania k.glrtnr BUMP.r Wr#but dUcslompokkln mmi.dl  Unlt 
Usaha Desa, den pemUihannya dilakukan melalbE mwsyawarah desa. 
5. Bag1 Hsril h h r  
Ketmtuan nmgenai Bagi Hagil Weaha BUMDes yang beftmntuk 
Pmroan Terbatas, Berlebih dahulu harus dikurangi tdebih dahulu unbk 


















sahamnya. Ketentuan mengenai bagi hasfl usaha tenebut adelah sabagai 
bedkut : '' 
a. Cadangan Umwn 10% 
b. KasDesa 20% 
c. Dana Pendidikan pengunrslf)ana Sosial 5% 
d. Ketua 5% 
e. Kepak Unit Usaha dan Pengums 10% 
f. Penasehat 5% 
g. Badan Penggwas 5% 
h. Pemegang Warn 40% 
Telah direkomendasikan sebelumnya obh Peneli bahwa istii8.h 
'Ketua" akan lebih tepat jib d i i u t  dgngan Direka# Utamn; Kepala Unit 
Usaha U ~ J I  Penguwr akan lebih tepat jka dfsebut dengan WakU DIFekRlr" 
yang dapat W i r i  dad lebii dari 1 (satu) orang, sedangkan yang 
befkedudukan sebagai Penasehat diini adalah Kepak Dew. 
6. Kerja Sama dengan Pihak b in  
BUMDes dapat membuat ketjasamalperikatan dsngan pihak ketiga 
dengan ketmtuan : A p a k  k m j ~ ~ ~ t a n  yaw drmaksurl 
memerlukan jaminan harta benda yang dimliki a h  dikelda BUMDes 
yang mengakibahn beban utang, maka h a m  mendapat persetujuan 
Penasehat dan d i i j u i  aleh rnasyarakat dalam musyawarah b s a .  
a. ApabiJa kejasarnaipedkatan tidak memerlukan jaminan, harta 



















megak imn beban utrwtg, maka wkup dilaporkan kepada 
Penasehat. 
Ketentuan keja sama dengan pihak tain bagi 6 U M b  yang barbentuk 
Perseraan Terbatas harus pada UUPT, dm ketentuan tersebut 
dituan$km dalam Anggaran Dasarnya. 
7. Mbkanisme Pengeldun d8n Perhngguq@waban 
Mekenbme perrgeblaan dan pmbnggungjawaban bagi BUMDes 
yang berbenM< Perserogn Terbates h a m  dundwk @a UUPT, den 
ketentuan teraebut dituangkan dalam Anggaran Dasamya. 
8. Men@mmi Pembinaan 
Seperti halnya B U M h  yang babentuk Perumdes, maka untuk 
BUMDes yang berbentuk Perseroan TerbaEas, pembiian teknisnya 
dilakukan oleh instansi PemerintaR Daerah Kabupaten sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) 
Kabupaten Madiin melakukan fasilltasi teknls manajemen melalui 
pelatihan, pendampingan dan evaluasi BUMDes. 
B. ANQGARAN DASAR - ANGQARAN RUMAH TANGGA (AD - ARf) 
BADAN USAHA MlLlK DESA ( B u m )  
Sebagai watu badan hukum, sudah seharu~~ya BUM- mamiliki 
Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga yang jdas, tegas, dan 
lengkap, sehingga wmpu menjadl dasar operasional selain peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Tetapi pada prakteknya ha1 ini seringkali menjadi he1 yang sulii 
untuk dipenuhi ketika peraturan pemndang-undangan yang mengatur 
mengenai BUMDes sendiri belum optimal mengafumya. Sampai saat ini, 


















peraturn penindang-undangan yang ada yang terke'i sedangkan 
peratvran yang khusus mengahrr mengenai BUMDes hanya ada 
peraturan yang bersiiat teknii yaitu Per;rthrran Menteri Dslam Ngyed 
Nornor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha MU'& Desa, ihrpun blum 
secara lenglcap mngatw mengetmi operasional EUMDes. 
a. Pengettion Ad -Art Permoan 
Anggaran Dasar yang selayutnya dWmgkat AD adabh peratumn 
terhilis y8ng memuat dan tadhi dari aturangturan pokok osganisasi yang 
berfungsi sebagai pedornan dan k e b i  untuk rnencapai tujuan 
organisasi fmta menyusun aturan-aturan lain. 
Anggaran Dasar sllatu permman (MMes  of 
A s s o c i a t i o M ~ t E o n )  merupakan 'piagam' atau * & a M  perseroan. 
Boieh juga dikatakan merupakm "peijenjian" yang berisi ketentuan terhrlii 
mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat di(akukan pengurus 
perseman. AD merupakan dokurnen yang berisi aturan internal dan 
pengunisan pewrean. Didalamnya berisi abran pdwk mengenai 
penelbitan saham, paroiehan saham, madal, RUPS (gensrel meeting), 
. hak suara (voting riphf), DiW melipuli cara pmgengkatart dari 
kekuasaannya, dan kin ~ebawinye.~ 
Berbeda dmgan AD, Anggarart Rumah Trwrgga yang selanjutnya 
disingkat ART d & h  aturan tertulis sebagal bentuk opsresional yang 


















Baik Anggamn Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga yang 
selanjutnya diingkat AD - ART, kaduanya adalah atwan tertulis 
organisad yang dibuat den dikati bemama obh sellrruh aFvggota yang 
berfungsi sebagai pedornan organisasi d a m  mengambil kebijaktvn serta 
menjagnkan aktivbs dalem rangka mencapai Ujuan yaw telah 
dbtapkan beraama. 
Secara umum badan ueaha milk pemerinhh, baik itu menrpakan 
BUMN (Badan Usaha RtlW Wegara) mallpun BUMD (Badan Usaha Milk 
Daerah) adalah badan usaha yang seltlruh atau sebagian modalnya 
dimiliki OM negara atau pemerintah daerah melalui penyertaan seafa 
langsung yang berasal dari k-an negara atau kekayaan pemerintah 
daerah yang dipieahkan. 
Magingat adanya ketentuan b a h  BUMDes h a d h  berbadan 
hokum, sebagahana d i i r  dalam pasal 213 ayat (2) UU No 32 Tahun 
2004 tentang P-han Daerah. SefEa merujuk pa& ketentuan 
bahwa BUMN dapat berbentuk Pemhaan Paseman atau Persero 
maupun Pwusahean Umum atau Perum, eebagaimana d'ietur dalem ~a8el 
1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Uaaha Mllik 
Negara. Maka berbndaskan pada pemskimn di etas, maka BUMDes 
memili 2 (dug) alternatif bentuk badan hokum yang d~pat digunakan 
yaitu Perusahaan Penreroan Desa ( P e r m  Desa) atau Perusahaan 
Umum Desa (Perrrmdes). Dirnana penyusunan AD - ART bagi masing- 
masing ahmatif bentwlc badan hakum BUMDes @mebut tunduk pade 


















b. AD - ART BUM- YANG BERBENTUK BADAN HUKUM 
PERUSAHAAN UMUM E S A  (PERUMDES) 
Sebagahna t i i r  dakam Pagal 5 ayat (2) PeraWran Menteri 
Dalarn Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Wiik hsa,  
bahwa mekanisme pembentukan BUMDee dilakukan melalui 4 (empat) 
tahap, sebagai berikut : 
a. rembug desahnusyawarah untuk menghadlkan kesepakatan; 
b. kesepakatan d ingkan  dalam ADlART yang sekurang- 
kurangnya berisi: organisasi dan tats kerja, penetapan pernonil, 
sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil den 
Icepailitan; 
c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; 
dan 
d. penerbin peraturan de~a,~' 
Urutan tarakhir dari tahap pembentukan BUMDes tersebut di atas adalah 
tahap penerbb peraturan desa. Dalam Perahran Desa tersebut memuat 
pula Anggaran Desar Perurndes yang bersangkutan dan penunjukan 
Kepala Urusan BUMDes (Ka. Ur. B U M b )  salaku wakil Pemerintah Desa 
sebagai pemili modal. Hal mana bertitik tolak dari ketentuan Pasal 41 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 


















2005 temng Pendirian, Pengutrrsan, Pengwasan dan Pembubaran 
Badan Usaha Milik Negara, yang menyetakan bahwa k h w  untuk 
pendirian P a m ,  psmran pememh memuat pu4a anggaran dasar 
Perwn bemangkutan dan penunjokan Mebri selaku wakil pemer im 
sebagai pmilik modal. 
Dikarenakan Pemdes memperoleh status badan hukum sejak 
diundangkannye Perahrran Desa tentam pe(rdirialmnyaS, maka tahap 
penerbitan Peraturan Desa tentang pembentukan BUMDes tersebut 
menpkan tahap pamungkas dari lwoges penditian BUMDes yang 
mempunyai bent& badan hokum Pemdes, dbana tangad penerbitan 
Peraturan Desa tsnteng pembmkhn BUMDes tersebut seketika 
merupakan tanggal perolehan statue badan hokum Pemdes. 
Msngenai pengelolaan BUMDes prig berbentuk Pert. NhdlSc 
pada kemtuan Pasat 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 
2010 tentang Badan Usaha MClik Desa, dimana delam ayat (1) nya 
dinyatakan aecara tegas bahwa Pengekbn BUMDes berdasarkan peda 
' Anggaran Daprrr (AD) dan Anggaren Rumah Tan- 0. Dalam ayat (2) 
Pasal 8 tersebut dinyatakan lebih lanjut balnre AD memuat palina sedikii 
rtncian nama, tempat kedudukan, tnakwd dan tujuan, kepeFnslib modal, 
kegiatan m a ,  dan kepngu~~an .  Sadangkan ART memuat paling 
sedikit hak dan kewEljiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara 
Hal lnse~ Lwtitik Wlpk dari lcdontuan Pasal35 ayst (2) Wlmg-Undmg Nommr 19 
~ ~ 2 0 0 3 s o ~ a n g B . d a a U s a h r M i i S l r N ~ y a n g ~ ~ " p q n n ~ d i d h l l u m  
S&E@RWO dimdmd dabin ayat (1) mqmoIeh stlrtur balm huhrm WW dWdmghmya 


















pengangkatan dan pemberhentian pengums, penetapan operaslonal jenis 
usaha, dan sumber permodalan, demiian bunyi ayat (3) nya. 
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomw 39 Tahun 2010 tentang 
Badan Usaha Milik Desa sebagai perahKa11 teknii pbentukan BUMDes 
yang manuatur secara k W s  mengenai mumn Pdi) - ART ter8ebut di 
atas tidak menutup kemungkinan dilakukan penamMan muatan 
pengaturan mengenai hal-hal yang ternnuat d a h  AD maupun ART 
Perumdes, Mengingat ketsntuan Pasal 9 ayat (2) Pcrraturan Pemerintah 
Nomor 45 tahun 2005 juga blah rnengatur sebelumnya bahwa Anggaran 
dasar P e m  rnemurrt sekurang-kurangnya : 
a. nama dan tempat kedudukan; 
b. malcsud dan tujuarc Qerta kegiatan usaha; 
c. jangka waW krdiri; 
d. besamya modal; 
e. suswnan dan jumkh anggota Direksi dan Dewan Pengawaa 
serta komposisi Dewan Pengawas; 
5. tab cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota 
Dimksi dan Dewan Pengavas; 
g. teta cara penyglenggarean rapat D M  dan raport Dewan 
Pewawes; 
h. tata cara penggunaan taba; dan 
i. ketenbn-ketentusn lain menunrt Peraturan Pemerintah ini. 
Meka mengemi muatan pada hunA c, d dan e dapat diEambahkan 



















diimbahkan pa& ART Perumdes. -ban-ketentuan lain menuntt 
Peraturan Pemersntah Nomor 45 tahun 2005 tersebut dtantamya adalah 
ketentuan rnengenai penul.ljukan panunjukan IWenteri saiaku wakil 
pernerintah sebagaii pemilk modal, maka dalarn AD Pmmdee juga perlu 
dimuat mengenai penunjukan Kepata Urusan BUMW (Ka. Ur. BUMDes) 
selakti wakll Pemerintah Desa sebagai pimilik modal. 
Temadap AD - ART Perurndes dapat dilakukan pewbahan. 
Pembahan maw didghului dengan peng@juan usul yang diimpaikan 
oleh Kepata U w n  BUMDes (Ka. Ur. BUMlBe) kepada Kepala b, 
dengan dibabi d q n  dasar peRknbangan setelah dikaji bereama 
dengan Kepgle U m n  (Ka. Ut.) terkaii Pengkajiin terssbut dapat pula 
mengikut6ertakan Kepala Unrsan (Ka. Ur.) lain yang diamap perlo 
dengan atau tanpa mnggunakan k o w b n  independen. Dalam hat 
inisiatif pwubahen AD - ART Perumdes berasal dari Kepala Urusan (Ka. 
Ur.) terkaii maka i n i i  tetsebut dieampaikan kepada Icepala Urusan 
B U M h  (Ka. Ur. BUMDes), untuk selanjutnya diiakukan pmgbjiin yaw 
dikoordinuikrn okh K.p.k W r n  B U M b  (KO. Ur. BUMW). Ap.bik 
hasil pengkajian menyatakan rsncana pewbahan AD - ART P d 6 s  
;tersebut layak dilakukan, maka Kepala Urusen BUM- (Ka. Ur. BUMDes) 
menyampaikan usul diknakslld kapada Kepah Clem untuk mmdqatkan 
peWjuan. Perubahan AD - ART Perumdes diitapkan dengan 


















C. AD - ART BUMDes YANG BERBENTUK BADAN HUKUM 
Zi 
PERUSAHAAN PERSEROAN DESA (PERSERO DESA) 
1. Terhadap Pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubam 
Persero Desa Berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas 
Adanya ketentuan bahwa pendirian BUMN dalam bentuk Persero 
oieh pemerintah pusat dilakukan berdasflrkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di b i n g  -roan teibatas, 32 maka berhdap 
pendidan, pengutusan, pengawasan, dan pembubaran Pewero Dese olsh 
Pemerintah Desa juga bertaku segala ketentuan dan prinsipprinsip yang 
berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang- 
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
2. AD Penrem Deaa 
Pami 8 ayat (1) elndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, 
. menyawn bahwa di dabm eMa pendirien Petreman Tehatas memuat 



















Anggaran dasar sebgaimana diiabud &lam Pasal 8 ayat (1) 
UndangYndang Nomor 40 T a b  2007 tersebut memuat sekurang- 
kurangnya : " 
a. nama dan tempat kedudukan Pmfoan; 
b. maksud dan tujuan santa kegiatan uaaha Pewman; 
c. jangka waktu berdirinya Perseman; 
d. besemya jmlah modal dasar, modal ditempm, dan 
modal d i m  
e. jumlah saham, ldaslMcersi wham apabii ada berikut jumlah 
saham untuk tiap Masikasi, hak-hak yang melekat pada 
wthp saham, dan nilai nominal s&ap saham; 
f. nama jabatan dan jumlah anggota Dimksi dan Dewan 
Komisaris; 
g. penetapen ternpet dan tata cam penyetenggaraan RUPS; 
h. tata cara pengangkatan, pengsantian, -n 
angaota Direksi dm Dewan Kotmisark; 
i. tata cam penggunaan leba dan pambagfan dividen. 
Sehubungan dangan ketentuan Pasal 16 eyat (1) Undang-lJndang N m r  
40 Tahun 2007 yang meneggsh mengenai haChal yang sekurany- 
kurangnya atau minimal ham dimuat dalarn AD Persetoan Terbatas, 
maka dapat dilihat bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Mak 
membedakan antara Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah 


















baik aturan-aturan yang be& pokok ygng berfungsi sebagai peduman 
dan kebijakan untuk m e m i  tujuan perseroan mauprcn aturan terhrlii 
sebagai berltuk operasional yang lebih terinci dari aturanaNran w o k  
dalam AD dalam rmelaksanakan tab kegiatan pawroan t e M  harw 
termuat socera kduruhan di dabrn M a  Pendirian Perseraan yang 
bersangkutan. Atau dengan kata lain Wndang-Slndang Nomor 40 Tahun 
207,  tidak membedakan Wlah AD dan ART, sehingga baik segala &ran 
baik yang badfat pokok maupun taknislopmsional, sepanjang telah 
yang dipersyaretkan oleh Undang-Undang Nornor 40 Tahun 2007, maka 
sernuanya wajii terangkum secara jebs dan tegas di d a b  A h  
Pendirian Pemroan yang bersawuten, dan kesemuanya itu disebut 
dengan Anggaran Dasar (AD) Perseroan. 
Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahcrn 2007 
membuka kemungkinan untuk mencantumkan keteratuan atau substansi 
lain di luar yang djsebutkan pada Pasall5 ayat (I), dengan batasan atas 
kebolehan tersebut, yaitu separvjang : 
tidak boleh bertentangan Uengan Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007; dan 
apabila ada ketmtuan lain yang b e r m m p ~  dengan Undang- 
Undang Nornor 40 T&un 2007, maka ketentuan itu telah 
melanggar Pasal 1337 KUHPdata. Oleh kamna ihr, terhadap 
kefentuan tersebut alkan batal demi hokum dan diinggap tidak 


















Selain daripads apa yang dijelahn dl atas, temyata Pasal15 ayat 
(3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sendiri blah 'melarang" 
secara teges urrtuk memuat keterltuan dalem AD tentang 2 (dua) ha1 
sebagai M k u t  : 
1. AD tidak boleh memuat ketentuan tentang 'penerirrwcan bunga 
Itetapa atas saham; dan 
2. AD tidak boleh memntumkan ketentmn pemberian 'ma- 
pribadi" kepada pendid atau pihak lain. 
3. Penandatangan Akta Pendirian yang memuat Anggamn Dasar 
sebagai salah satu tabap dalam pmbentukan BUMD., 
Mekanisme pmbenpukan BUMDes dilakukan maklui 4 (empat) 
tahap, sebagaimana d i i r  dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturn Menteri 
Dalam Negeti Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa 
sebagai berikut : 
a. rembug desalnwsyawarah untuk rnenghasilkan kesepakaian; 
b. kesapekatan dituangkan dalam ADlART yang sekurang- 
k m n g q  berisk organisasi dan tata kerja, penetapan 
personil, eistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi 
hasil dan kepailitan; 
6. pengusuian mgteri kesepakatan sebagai draft peraturan 
desa; dan 
d. penerbitan peraturan desa.% 



















&erUtik tohk pada ketemtuan Paaal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah 
N m  45 tahun 2005 tentang Pendidan, Pequrugan, Pengawasan dan 
Pembbaran Badan Usaha Milk Negarp, maka Pmturan Desa tentang 
Pendirian BUMDes sebrang-kurangnya memuat 3 (tiga) hal yaitu : 
a. Penetapan pandirian BUMDea; 
b. Maksud dan tujuan pgndirian BUMDes; dan 
c. Peneterpan beaamya pgnyertean kekayaan PmWtah Desa 
yam dipisahken dalem rangka pendMan BUMDes. 
Dan jika panyertaan kekayaan Pemgtintah Desa y a q  dipihkan 
dalam rangka @Man BUMDm adakh minimal sebesar 51 % atau 
dalam hal ini bentuk badan hokum W D e s  yang didirkan addah Persero 
Desa, maka tahapan psmbentukan BUMDes sebagaimana dmr dalam 
Pasel 5 ayat (25 Peraturan Menteri D a m  Negeri Nornor 39 Tahun 2010 
terssbut dl ates, dilanjutkan dengan tehap penandatanganan Akta 
Pdirian P m r o  Dssa. Dknana seperti apa yang telah diumikan penulis 
sebektmnya, bahwe menurut Pasal8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 


















anggaran dasar dan kehngan lain berkain dengan pendirian 
Perseroan. 
Periu d i i k a n  juga, adahh kefentuan Pas817 ayat (1) Undang- 
Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang m t u r  bahwa pembuatan Akta 
Pendirian pernoan Weebut harw, dilakukan dengan dengan akta notaris 
(nofanil acte) yang dibuat dalam bahasa Indonesia. 
J k  PeNmdeg nmpmleh status W a n  hukum sejak 
diundangkannya Peraturen Desa tentang pgndkiannya, maka ha1 ini 
berbeda dengan Parsero Dm8. Persero Desa mempemleh status badan 
hukum pada tanggal d i i t k m y a  Kgputusan Menteri Hukum Dan HAM 
mengenai pengesahan badan hukum Pemmn temebut dan bukan sew 
diundangkennya Peraturan b s a  tentang pendlriannya. Hal ini bertolak 
pada ketentwn P a d 7  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. 
4. Perubrhrn AD P.rrsro lhsn 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memungkinkan persemn 
untuk d a k u k a n  perubahan AD." Perubahen AD tersebut d i p k a n  
oleh Rapat Umum Pennqpng Saham." Bertitik tolpk diuri kebmtuan Poa9l 
21 Undang-Undrwlg Nomor 40 Tahun 2lKl7. pembahan AD peraercaan 


















hams mendapat pmetujuan MeMelteri.= (2) Pambehan AD yang &up 
Adapun pembahan AD mengenai hal t e r n  yang harus 
menclapat persetujuan M e w ,  dietur pede Pasal 21 ayat (2) Undang- 
Undang Nomor 40 Tahun 2007 sehgai berikut : 
b. Maksud dm tujuan scwtg kegitan usaha perseman; 
e. Pengurangan modal dbmpatkan dan disetw clanlatau 
f. Status persenwn yang tertutup menjadi perseroan tetbuka atau 
Sedangkan Perubahan AD yang cukup diiritahukan kepada 
Menteri, adalah meliputi segala pembahan setan yang disebutkan pa& 
P a d  21 ayat (2) Undang-Undang Nornor 40 Tahun 2007 tfmebut di atas. 
Sdanjubya mm$emi Perubahan AD Persero Desa. juga wajib 
dimuat atau dinyatakan dalam akta ncltaries, wbagaimana dinyatakan 
daiam Pasat 20 ayat (4) Undang-Undang Nornor 40 Tahun 2007. 


















imptementasi diketemukan kendaiakendala dalam pendikian Badan 
Usaha Milik Dew antera lain: 
(1) Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai Badan Usaha Milik 
Desa baik dari aspek hukum maupun asp& ekonomis; 
(2) Belum adarrya instrumen ytcridii da lw bentuk peraturan desa 
(Perdes) sabagai payung hukwn pendlrian dan peleksanaan 
Badan Usaha miUk Desa (BUMDes) 
(3) MinZmnya aosia lW~ dan pendampingan dad pihak pemerintah 
khususnya pemerintahan Kabupaten Mam rn- berdiya 
BUMDes; 
Untuk mengatesl kendala-kendala yang dimaksud maka program 
pelatihan legislatlf drafting dimaksudkan sebagai sarana untuk mengatad 
kenciala-kendata y a g  ada dengan metode pembelajaren yang partisipatif 
dan implementatif. Prinsipnya di lapangan menggunakan metode 
pendidlkan dtemathre dengan berbasis komunilas. Metode pgndiiikan 
abmatif berba8ii k m u W  : metode pendMikam dimana proses 
pembelajaran berbaws kebutuhan, mode! pmhekjaran komunkm yana 
mmungkinkan masyarakat sendiri mmdeksbn pendidikan sebaaai 
sigtem pembudayaen yang mengtrafgai epa yaw menjadi keyakinan 
pengetahlrannya aebegai bgsi aspirasi bagi kehidupllll. 
Dalam eksplarasi Focus Group D i n  dengan semi pdaWm di 
dapati berbagai eksperimentad dan eksplorasi dari peserle : 


















Ditakukan dengan cam mrlgumpukan stake holder 
yang memiliki peran, kpmtingan dan terimbas terhadap 
pembemukan peratutan perwrdarpg-undawn. Pada 
FGD ini adalah tahap perencaman bersama berkain 
dengan pembentukan peraturan perundang-undangan 
yang dibutuhkan. Jika tahap pertam retleksi den 
perencaman matang moka PGD 2 dapat langsuny 
Obse~asi den intetvemi 
(2) Focus Group Discussion 2 : Diikukan dengan m 
menguvnpulkan steke holder yang memW peran, 
kepentingan dan tetimbas terhadap peinbentukan 
peratuwn perundang-undqan. P d a  FGD ini adalah 
&hap pematangan perencanaan brsama berkaibn 
dengan pembemtukan peratwan perundang-undangan 
yang dibutLlhkan. Jika &hap irii Tindaken dan obsewasi 
pembentukan perahrran perundang-undangan. 
(3) Faem Grwp Discussion 3 : Pada FGD ini adalah tahap 
pematangan Tindakan dan o b s e d  Mi dengan 
pembentlrkan petwran pehmdang-undungan yang 
dibu$rhkan. 
(4) Focus Group Dkcussion 4 ; Pada FGD ini adalah tahap 
pmakm@n Tindakan dan obsenrasi bedaitan dengan 


















Adapun metode pembekjaran yang d i i p u h  antera lain: 
a. Metode penhlajanur lr,ve&@si 
Metode investigasi kelompok sering diindang sebagai metade yang 
paling kompleks dan paling wlit unW dkknakan da)am 
pembelajaren kmperatif. Metode ini m e l i i n  peaerta mjak 
perencanaan. bak dalam memntubn tapii m a w  cara untuk 
rnernwlajalrinya melalul investigasi. Metode hi menunltlt para pwxb 
untuk memiUki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun 
dalam ketfampilan proses kekxnpok (pup praca##r skills). Para 
f a s i l i i  yang mnggunakan metode investigasi kelompok umumnya 
membagi kelas menjadl b r a p a  kelompok yang beranggphkran 5 
hingga 6 pemta dengan karaMeristik yang heterogen. Pembagian 
kelompok dapat jug8 diisarkan atas suatu topik tsrtentu. Para peserta 
rnernilitr tq9k yang ingin ddiwari, mengikuti invmigasi mendatam 
tehadap $erbaeai subtopik yang telah dipilih, kernudian menyiapkan 
dan menyajiksn suatu loporsn di depan fwwm seoors ke~ekrruhsn. 
Adapm deskripsi mengenai ipngkah-hgkd? rnetode irrv-i 
kelompok dapat d i u k a k a n  sebagai berikut 
a. Seleksi topidc : Pam peserte memnillh berba$ai subtopik dalam 
suah wihyah masalah wmum yang biafsmysl diiambarkan kbih 
dahulu oleh fasilibator. Para peserta selanjutnya diinisasikan 
mgnjadi kelompok~kebmpok png  berorientasi pada tugas (task 



















Komposlsi kekmpok heterogen baik dalam jenis kelamin, etnik 
maupun kemmpuan akademik. 
b. Merencanakan kerjgsama, Para paserta baserta fasiiitator 
memncanakan berbagai prosedur belajar khusw, tugas dan 
tujuan umum yang konsisten dengan bmb@ topik dan 
wbtapik yang blah dipilih dad langkah a) di atas. 
c. lmplementasi : Pam peserta melak&~oakan rencana yang telah 
diimuskan pada langkah. Pembekjamn ham mellbatlcan 
berbagai akthritas darl IcetrampiIan dengan variasi yang k s  
dan menctorrmg para peserta untuk menggunakan berbagai 
smbef. F a s i l i i  secara terusmenerus mengikuti kemajuan 
tiap kebmpok dm memberikan bntuan jika diperlukan. 
d. Analisis dm sintesis : Pam pemta menganalisis dan 
mend- berbagai informad yang d i i h  pada kngkah 
dan merencanakan agar dapat dirSngkasbn dahn suatu 
panyei'in yang menarik di depan forum. 
8. Penyajii hasil akhir : Semua keiw~pak mernyaj~hn suatu 
presentasi yeng rnena* dari bwbagai topik yang blah 
dipwan agar semua pegerta dafam fomm ding Mibat dan 
mencapai sum perspeWf yang bas mgenei  topik tersebut 
f. EmlW : F a s i l i i  beserte p e m b  meWkan evaluasi 
mengenai kontdbusi tiap kelmpok terhadep peketfjaan forum 
sebagai suatu ka#rluruhan. EvaluasC dapat mncakup tiap 



















b. Metode Pmecahan W l a h  
Metode pemecahan masalah (problem solving) adalah 
penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan 
rnelatih peserta menghadapi berbagai masalah balk itu masalah desa 
maupusr mrtsalah kelompok untuk d i i a n  sendm atau secara 
bersama-sama. 
Orientasi pembelajarannya adalah invedgasi dan penemuan 
yang pada dasamya adatah pemecehan masalah. Adapun keunggukrn 
metode problem solving sebagai Mut 
(1) Melatih pesesta untuk menclesain suatu penemuan. 
Beiipiklr dan bertindak kreatif. 
(2) Memcahkan masalah yang dihadapi secara 
r e a l i  MengidenWikasi dan melakukan 
penydidiin. Mendsirkan dan mengevalud hasil 
pengmatan. 
(3)Wnnpang p.rkbmbagm kmajuan brfikir 
pserta untuk menyefesaikan mttsalah yang 
dihadapi dengan @at. 
Kelemahan metode plrobiem solving sebagai berikut: 
a. Beberapa pokok bahasan sangat sum untuk menerapkan metode 


















melihat den mngamati serta akhimya' dapat menyimpulkan 
kejadian atau konsep tiersebut 
b. Memerlukan a W s i  warn yang kbih paniang dibandingkan 
dengan metode panbelajaran yang lain. 
Pembelajaran berdasarkan Masalah : Problem Based tnsitmtbn 
(PBI) mernusatkan pa& masalah kehidupannya yang bermakna bagi 
peserta, peran fasi l i i r  menyajikan maaalah, mengajukan peftanyaan 
dm m e H i  penyelidiin dap dialog. Imgkah-bngkah yang dapat 
diiempuh : 
a. Faditator menjelaskan Yujuen pembelajam. Menjelaskan 
rnateri yang dibutuhkan. Mmotivariri sisw W i  dalam 
aMhritas pawahan masalah yang dipilih. 
. Fasilitator membantu Peserta mendefinisikan dbn 
mengorganisasikan kebutuhan akan pwatwan desa. 
c. Fasi1i-r mendorong peseFta uhfuk mengumpulkan 
inkmagi yang sesuai, mslaksanakan dwpwhn untuk 
mendapalkan pen john  dan pemecahen masabh, 
pengumpulan data, h i m i s ,  pemecshan mesalah. 
d. Fasilitatar membantu peserta untuk melakukan dleksi 
atau evahrasi tefhadap peyatuwn desa yang sedang d a k  
progeg m b - n  
c. Perangkat Pembelajaran 


















a. LCD dan  lapt top; 
b. Papan turn dan spidof; 
c. Kertas A4 dan kern kuarto; 
(2) Made pernbehjaran IqtirnIatlye drafting Klasik: 
a. M e d p r a e  test 
Metode prae ht dilakukan sebagai media pmbelajaran awal 
wntuk mmwtahui potmiti aparatrrr desa mengenai pmtmyr 
h, d m  @aria rnengenai BUMDee. 
b. Metodemanah 
Metode ini dilakukan meblui dipikusi inkratctif mengenei materi- 
mat& khusus naengenai hierarlci pwaturan peruirdwg- 
undangsn, mateti tentang pendifi%n dan tata kelcda BUMDes, 
tnateri mengavrai susunan pemerintahan desa. 
c. Metode Jafing A s p i i  
Metode ins dilakukan setelah ceramah para apamtur desa 
mdakukan musyawamh desa untuk msnjaring aspirasi 
rnasyarakat dengan melibatkan berbagai kalangan plnhrk 
menggali potertsi-pokd apa saja yang b h  dikembangksn 




















A. Poten& kemampuan pemerintahan desa dan masyarakat 
desa $umber M o  dalam mernbuat pemtumn perundaw- 
undangan. tradisi masyarakat pedesaan di Sumberbendo, 
ditmukan dwa pola muoyawarah daiarn mengambil 
keyakan OM aparat atsu pamong d8sa yak: p~trtama 
Musyawarah yang bersifat kerakyatan yaitu, proses 
musyawamh tidak banyak dipengaruhi oleh sistem 
kekwasaan. Plinsip yang diakai &lam musyamrah adalah 
'duduk sarna mdah dan W M  sarna tinggi". Kedua 
Mwyamrah yang terpimpin. proses musyawamh 
dipengatuhi obh kebijakan-kebijakan pemimpin tertinggi di 
W.Berdasarkan ke dua pok ~ ~ u t  tentunya sangat 
potensial untuk rnembangun partismi masymkat atau 
lebii sering dikenai dengen isUiah rembug d-. Akan teYapi 
sarana yang potensial mafaam in1 tsdak dkanf&atkan 
sews maksimal khususnya detam prows penyuaunan dan 
pembartukan peratumn perundang-undangan di tingkat 
desa (Perdes). Secera kaswistik aparatw desa 
Swnbebndo dalarn bnJn waktu 20052009 hanya 
rnembwat satu pmduk hukum k u p a  peratlsran desa tentang 



















8. HambaEan kemampuan penwintahan desa dan masyarakat 
desa Swnbea Bendo *lam mem$Ctet peraturan perundaw- 
undangan dan imtwmen hukum lainnya. Minimnya akses 
maayamkat brhadap infonnmi dan pengetahuan hUkClR 
mengingat bahwa wilayah Desa SumberbenUo herpencil dan 
d i i o r i l r e n  sebagai desa tertinggal, Minimnya sumtPer 
Daya Manusia yang memil& keehliin di Mdang hukum dan 
perundang-undangan (bisa dilihat pada kecllnya SDM 
safjana hukwn), Adanya ram takut, bingung, dan ragu dari 
masyatakat khusunya dengan kmIstensi produk 
hukum, konsiderans, maupun redahi pengaturan, Beium 
optimalnya peran BPD dalam menj8fing aspirasi masyarakat 
desa dalam penhmW81n produk hukum. 
bluang 'terbengun dalaan penyusunan Peraturn 
perundangundangan dan pproduk hukum lainnye belum 
membefiken ruang yang luas, amn, dan rnemadahi 
ba~ipengmbangan psrl;lsipasl msprakat. Belm 
Wangun kemauan polibk dari pemerintahgn di desa 
(sebagai prasyarat patiipasg wnhlk rnMbatkan masyarakat 
dalam proses penywonan Perdes. Sudah bertcmbangnya 
kultur tanpa partistpi, sehingga partisipasi sering disknai 
sebagai ekspresi dstensi. Masih rendahnya kapasitas 



















dalam keuangan, karena dalam pehksanaan partisipad 
tidak biw dilepaskan dari pendanaan, 
Peluang dari dad rnasyarakat dm pmierinhhan Deea 
Sumber Bendo ; Berkembarlgnysl teknologi komunikasi &n 
informasi dalam beWk (telepon, hp, interneb) yaw dapat 
berperan mbagai sarana u'ntuk mernperkuet basis 
komunikasi masa.hllembuka kemhan strategis dengan 
perguruan tinggi atgupun LSM yang fokus pada kajiin 
otonomi daereh dan pemerirrbahan desa. Ke&efa&en 
Peraturan desa sangat penting sebaogi yayung hukum bagi 
penyekmggaraan pemerintahan d m  seka#ew sebegai 
media untuk mengetola dana hibah dari pernerintah p u t  
maupun pemedntah provinsi Jma Thnur 
C. Model pemblajaran legislatif drafting dm Cantract Drafting, 
sebagai upaya pemberdayaan pem&ntahan desa di sekitar 
hutan yang dapat menghasikm Pemturan desa yang 
lmorimbsi pada pendirkn Badan Useha M i i  Desa a l a h  
dengan melelui pendktikan berbasia kornunitas, Pendidikan 
b r b W  komunitas ini menggunakan 2 medode yakni : 
metode inwstigasi dan metode pemecahan masalah. 
Metade investlgasi penggunaan metode dalam kegiatan 
pembelajsran dengen jalan melatih perserta menghadapi 
berbagai m h h  balk itu masalah darsa mupun masalah 



















sama.Sedangkan htode pmemhan rnasalah adalah 
penggunaan met& dalarn miatan pembetajaran dengan 
Wan mlatih W r t a  menghedapi berbagai mmlah $aik Ru 
masalah desa maupun maaaiah kelornpak untuk d i i  
2. SARAN 
1. 6ahwa dengan perkernbangan dinamika pada proses fgd 
dertgan semi pelatihan pada masyankat dan perangkat 
desa Sumberbmdo dipsrlukan adanya pendampingan Mih 
lanjut berkaitan dertgan tata kebla manajemea BUMDES 
setelah te-knya Peraturan Desa tentang BUMOES. 
2. Bahw pemerintahan daerah k8bupaten madi i  dan 
pemerintah propinsi jawa timw haws mehkukan 
pendampingan secam intans8 lberkdin dengan 
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BAE I 


















1. Desa adalab kesatuan masyaraLat hukum yang memiliki batas-- wilayah 
yang ber~enmg unw mmgatur dan mengums kepenthgm masyamkat 
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat idadat setempat yang diakui dan 
d i h d  dalam si- Pemerintaban Negani K ~ S B ~ W I  Republik Wencsia. 
2 Pemerintab Desa adalah penyelenggamn urolsan pemerintdm oleh 
P- Desa dan Badan Permusyawamtan Dssa dalarn menganu dan 
mengum kqwdngm mmyacakst &pat berdgsarkan asel-usui-dan adat 
istiadat setem@ yang diakui dan dihormati d d p  sistem Pmerintnban Negara 
Kemtum Republik himeah. 
3. Pemerintah Desa atau yang &*but dungan nama lain adalah Kepda Desa dan 
P e r a n g k P t a e S a s a b e g a i ~ ) \ 8 . p e n y e l e n ~ ~ d e s n .  
4. Badan P r m , u u y a ~  Desa, selanjutnya dishgkat BPD, adallah lombaga yang 
mempabn perwujadan demokmi dalam penyelaggmum peuierimtl$an desa 
sebagai wnsur penyelcaggm pemerintahan dtsa 
5. Lemtraga K e m a q m h m  atau yang disebut dengan aama krin sdalah lembaga 
yang dibentuk oleh mesyarrtlret sesuai den- Ecebutub dm menrpnlran mitra 
penmintah desa dalam membdayakan maclyarakat. 
6. Peratunrn Desa adalah peraturan pemdaag-~mdattg~n yang dibuat oleh BPD 
bersamaKepalaDesa 
7. Badan Usaha MiIik Desa ymg sewutnya disebut BUMDES adalah slvlt~ 
lem- perehnomiau desre yang berbwkn huhnn di bentuk clan dimiliki 
oleh P&t& Desa, dikelda seam e k d s  d i r i  d m  pfeaioaal dengan 
modal seluruhaya atau sebagian besar merqmkan kekayaaa desa yang di 
pi- 
8. Pasar desa adalah Pasar yang berada diwillayah adminisbasi Pemexintah Desa, 




















MAS, TUJUAN DAN FUNGSI BUMDES 
Bagian K e s a ~  
ASAS 
P a d  3 
B W E S  dibentuk dengan tujjuan 
a. Mmpemleh keunamgan untuk memperkuat Pendapatm Asli Desa, 
b. Memajukan pemkommian desa, 
c. Meminglratkankesejabtassnmasyawkatd- 
d. Mermkwcih p1ayaaa;n t d m d ~  kebutohan masyaralrrtt, 
e. Meningkatkm p q e 1 ~  cEesa yang ada, 
P d 4  
B U M D E S b e r f u n g s i s e b e g a i 1 1 ~ t o r p m g g e m k ~ ~ a n ~ d a o ~ j ~ n  
masyaralcat desa dengan cara 
a. PembenLan usaha barn yaag berakar dad sulnber daye ada serta 
optimalisasi kegiatan-keghtan ekonomi masyaralrat desa yang telah eda, 
b. Penguuapulan madal usaha dari be- slimber. 
c. Peningkatan kesempatau bcrusah dalam ran& memperkuat otonomi dcrsa dau 
m~~ pengagguran 
d. Mmbentu Pemahtah Dcsa dalam mengmwgi dan meninglat%an kesejahtemm 
warp temam n m y m h  miskin di d m y a  



















SIFAT USA% WILAYAH USAHA DAM 3ENIS USAHA 
w a n  Kesatu 
SIFAT USAHA 
(1) Ligkup wilayah kcja B W E S  pada dassmya meliputi satu desa stau 
bebaaprr desa s e d  dengan pow ekonomi yang lay& unfuk dikelets 
(2) Ligkup wilayah bebarapa &esa s h g a h m a  d ' i  apt  (1) dilahdran 
dengan terlehih dahulu membenmk bljknjasamaantsr desa. 
P a d  7 
Jenis usaha BWrlDES, daport berupa 
a Pemberdayeam lembaga keuangan m i b  yang telah ada di desa 
b. Felaymm jase antam lain simpan pinjam, parkeditan, angkutan divat 
rtan air, lishik desa dm lain sejemhya 
c. Penyalura~ 9 (mbilaa) Imbn pokak 
d. Pe&agaugan mum gntara lain basil pataaian, p e r t a r n u  industti 
kecil dan kajinan rakyat, 
e. PassrDesa 
C K ~ a t a a ~ ~ l a i a a y a y a n g ~ l o i  p o G  desadmmampu 























B U M D E S d i ~ d e q g a n ~ p ~  
a Dew clapat memiliki usaha untuk m m r l r g n  pelayanan dalarn 
penyeienggamm pemerintaban desa, 
b. Sebagai jxmt pelayamm ekonomi merupakan satu kesahm ekonomi 
c. Didirikaa bcrsama deegan cara musyawmb olbb P m W  Dess dan ware 
m a s y e  
d. Menjamin kekstarh liagkmgan dan ke%eEaraan gender, 
e. Menyaagkut kepentingan dan hajat hidup shgian besw warga desa dm 
rnembedm sebesar-Wya bagi kegejahtersan maayarakat 
(1). bisiatifpendirkn BWNDES dapat bsrasal dsri Pm& Desa. BPD, tokoh 
masyarakat, d m ~ K ~ y ~ ~ D e s a  
(2). s e b e 1 ~  BUMDES dibeatulr terlsb'i dahulu dilakukan studi kelayakan y m g  
sekurnug--ya meliputi : 
a IdenWusi poteasi den kebutuhan yeng di ddmnya behi pelwag, 
tantangan, kekmtm, dm kdemaimn mlalui musyawarah dea+ 
b. FIent& keleohgaa B W E S  yang di sesuaiken dengan potecwi desa 
C. Jenis usaha yrrag tepat bagi poteosi daa kebutuhan desa 
d. Permodalan 
e. Kepeagunrsaa dan pertangguag j a w  
f. Pola pembegian saham dm kewrt\mgsa 
(3) Studi Kelaydm dW&m oleh Ptmerhtab Desa dibantu deh Tim Pendatnping 
. ~ 
yang, di&juk 01eh P - 
(4). Kctmturm lebih lanjut p e n d i i  BUMDES d i m  dalam Pea~turan de.sa. 
(2) Jenis-jcois vssha sehgaimm dknalrsud Pasal7 ayat (4) Buruf n sampni e 



















P d  I1  
Modal BUMDES diperoleh dark 
a. Modal scndiri yang di udmkan oleh pnerktah desa 
b. Tabunganmasymkat 
L. Ban- yang bend dari Pemahtah, ~emerietah Propinsi, Pmerintah 
Kabw-b 
d. Sumbangan pihak lain yang sah 
e. Pinjmm, rang di peroleh dari lcmbaga-lembaga keuengan atau lembaga lain atau 
dari masymket baik secara kdompok maupun pemmgan. 
f. Modal penycr(aan dalam bentuk penyermn modal masyarakat desa, pi- lain, atau 
kerjasama bagi hasil dan lainnya afao das%r salimg meng~mtmgh. 
(2). PInjaaum a&- dimak;sud pedg ayat (1) d i l d m h  saelah rne&p& 
persetujuan Kqda Desn daa BPD. 
P d 1 3  
(1). Jika modal BUMDES memyrakan modal peny&iaa& maka modal yaw berasal dad 
Pcmeriutah Dcsa sedikitdiiya 5 1% (Ik-puluh satup semtu&j. - 
(2) Kepemililran sahrnn Pemeriataban desa atas nama kelembagaan. 
P d  14 
(1) Bentuk baden waba dimmuslran dm diputwkan melalui musyawarah dm 
antara Paneriaah Qesa, BPD, tokoh masyambt, lembaga pemberdayam 
maJryprslrat.d~daPatm-~. 
BAB V 



















(1) BUMDES maupaka bagh dari siatwD pqnenhtahm desa yaag berada di desa 
(2) BUMDES berada di bawab kwxdbsi P~~ Dwa 
(3) Koomhasi dmgabna  d i m M  ayat (2) didetakkaa psda ?&pi& Un*iaa 
Pemlmgmm yang bwpedoman k ~ P ~  Dess 
SusuuanorgeaisasipengdoaanBUMDESlsrdirirleri: 
1. K e t u a B d I m P m ~ y a n $ ~ m .  
a. BibgUsahaPmduksi 





P d  18 
PengurusBmES berbgns 
a Menganbaqkan dm membina badaa usdm agw tumW dan herkernbang 
mmjadi lembsga yang d q a  melayani kebumhan ekonomi masyardcat 
b. Mengusshelraa agar tetap temipta pelayanrm ekonomi deaa yang adif dan merata 
c. Mem+ usaha kejasama dengan lmbaga-lembaga &ommian laimnya 
d. Menggali memmfaatkan poteMi eLommi desa maJr meninglratkan 
Pendlpm Asli Desa 


















P d  21 
Syarat-syamt pengtrms B W E S  
a Warga deaa setempat yang m c ~ W  j k a  wkawab 
b. Batempat tinggal den memtq di s e e - ~ p y a  2 (dua) taham 
c. &.&prim baik, jyjur, adil. oalrap, bawibawa, perwh pengabdian teriLIulap 
~ ~ d e s a  
d. Peaadidikmlalnimal %TA 
e. Usia ~ - ~ y a  25 tahm 
f. Bukanpaanslcartdem~goggotaBPD 
Pasal22 
(1) P m  dipilih &ni uwsyawarah yang akh Pemzbtah Desa, BPD, 
TokohMasyawLat, dso ~ ~ K c m a 8 ~ D e s a .  
(2) Pengme disallkan melalui Kephmm K e p h  Desa 
(3)Tata cllls @baa p*y2urus sebg&madimaLsud apt (1) ctiahudalam 
PeIzumnDesa 
Pasal23 





Syarat-syarrrt aqgota Badan Pengawas BUMDES 
a Warga desa seteu~pt yaag merni1'ki ktmgmpuan orgmisesi clan 
P- k-gan 
b. lhtmpst tbggal cEan ~nenatap di desa sekmmg-k-a 2 (duj 
tah1111 
a Berkepibtdian baik. jujur, adil, d a p ,  bawibawa, pen& pewbdian 




















(1) Anggota Badan Peqawas dipilfh melalui m u s y a d  Femethtah Desa, BPD, 
Tokoh Masymkat, dan Lembaga Kepnssyaralraaa Desa 
(2) TaCa cara pemilihaa Badan Pengawas &m&nma dimaksud ayat (1) diahlr 
dalam Pt3ramm Desa 
(3) Jumlah qgota Badan Pengawas 3 orang atau 5 orang sesuai dangfln kebuhuhrtn 
(4) Mesol W Badan Pengawas 5 tahun dan dapat dip%& lrembali untuk 1 kali 
periode masa jabatan 
P a d  27 




c. Telah sel& m a ~ a  baLtinya 
d. Ti* clapat melaLsaaaLan tu$as dengan bttik selBrmdainanya2 hub 
f. T e R a n g h d t i n d n l r r m p i d a a a y m g t e l a Y l ~ ~ ~ t n y a 6 b u l a n  
Pasel 28 
Apabila B W E S  belum kabdau huhna, Badan Pmgawas terdiDi daGi 
a. P d t a h D e s a  
b. BPD 
c. Tokuh m e s y d  yang dipnggap mmpu dm memenuhi syarat yang akan 
diatrzrdakm Fades 
PasalB 
Dalam mel* tugasnya Badan pengawas berkews@ban 
a. Melqwkm basil pengawam perkembaugau kegian usafia BUMDES d a p  
txi+ kepada Pemerhhm Deaa dan juga mbils tejrsdi gq& menunmya 
lrinerja- 
b. Mem* pendqmt dan sum keprda Pemaintahan 
0eIahwan BOMDES. 
hu 
c. henghti perkambslrgan ke&an usaha daa memberikaa pendapat sem saran 
mwg& d r i p  d a b  ymg d i m  p t h g  bagi peagelolaaa BUMDES. 
P d  30 
U n a  melkw&m kewajibanya Badan Pengawas mem3iIki kewmim@n : 
a MemHaa peajel- dari pengmu mngsnai =gala persadan yamg menyanght 
pengelolaan BLm4DES. 
b. Melhduagi BUbiDES dsri hal-ha1 yang dapat rnawak kelangsungan dan cha 
BUMDES 
c. M ~ a u d i t ~  
P d  31 



















BAB VI  
BAG1 M I L  
P d  32 
Pengguam laba BUMDES 
(1) Setiap lahun N i b  umpyisihkm jumlah. tertmtu dari laba h i h  untuk cadangan 
dari ~~ unit usaha 
(2) Twnlah m t u  sebegaintana dimakwd ayat (1) gdalah ~~ labrc bmi i  
sarnpai sekumg--ya 20 % dari d 
(3) Bila helm menupi jumlah 20% haap dapt dipx@mah menu* 
k@ 
Bi9B W 
POLA HUBUNGAN KELEMBAGAAN 
BagirrnKesaeu 
Pem- Desa dengao BUNDES 
Pasal33 
(1) Dalam m e a m  &ya BUMDES bersikt otonom dan bertanggung 
jamb kepada Permintah Desa 
(2) Ilalam ragla penyehtm BUMDES, Pemerintah ah wqjib 
a Membina dan mengembau&n ugaha agar trrmbuh dm bedrembang menjadi 
Iembagackmetaubadanusahyang~bagiwargadcsa 
b. Uengusahalrsa agw tetap e p t a  play- ymg adil dan mraBa 
c. M e  Icerjmma yaag baik QenpEen lembga p e d c o u e  W y a  
d. MeBgusabalarn kekompab dalam tubwh B W E S  mtuk mencegab 
kamtmgkhm adanya orengaang rzlng aken Wdkm BLMLks 
macap& ~~ pribadi atau goIon$au 
BagiaaK* 
BPD dan BUMDES 
P a d  34 
Tehdap BLMLlES BPD wsjib 
a MeMungi BUMDES bagi kemanfaatgn kese jahtv  warp desa 
b. Meliungi  BUMDES te&adap h a l a  yang dam menisak kelangsungan dan 
citm BUMDES. 
c. Meldidam evaluasi k b j a  BuMES bersama Pemerintah l3esa 
( 1 )  BUMDES bermggungiawab kspada Pemerintah Desa yang sekutang- 
krwngaya dilalrvkan satu WE dalam &un. 





















P a d  36 
(1) Sdap akhir aahun enggaran dilakuhn audit h k p n c t e n  terhsdap BUMDES 
(2) Hasil audit diserahkan kepada Pemeriatah Desa 
(3) Tatncanr penmjukkan audit independen diatur ldih laojut melalui P& 
P d  37 
(1) Suatu Bid= usaha dapat digabung atau dibuberkan hanya apabila setelah 
dilakukaa audit b i i  usaha rsng ~~ tidak r n ~ ~  kdapkm wtuk 
diteruskau 
(2) Kehyakan sebagaimana dimalrsud ayat (I) meliputi kewqpn, wdw potensi, 
SDM, den k- mauymk 
(3) PenggaLnmgan d d a t s u  pembubatan setiap b i b g  usabr, dilawrsn melalui 
Peraturau Kepala Desn dmgan pasgnjuau BPD 
P a d 3 8  
(I) Pembdmm BUMDES dibbplcan melaitti Peraturan Desa 
(2) Semw a s e t a t a u m o d a l u s a h a B U M D E S y a n g d i ~ s e t e ~ ~  
kewaji-kmjiban sc- teaggMgan d imahb  kepada Pemerietah Desa 
sebagai aset Desa 
BAB IX 
K E r n A N  Lrn-LAIN 
P a d  39 
Kapenmwan, pengawas, permodalan, tats cars pwlolaad, -g jab. 
pembubaran dap lain-lain selain usehe desa se- d h  dalam p& hi berlaku 
ketentugn ymg mengatur -&g Baden Ussha tersebut. 
Segala bentuk Badan Usah yang dipilii ti& mqhilaogkan jmQm@mg jawahin 
B W E S  kepada se&q ~unaya ,  dm hubmgan B W E B  dengan 
PemeFintah i)tsa dao BPD sebagahmm diatur dalatu P& ini. 
BAB X 
Ketentugn Penutup 
P a d 4 1  , 
Semua peraturan pelaksana yang mengatur m e n g d  BUMDES yang batentangan 


















Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memeiintahkm p&undangam Peram 
Daerah ini dungan ~ ~ y a  d a h  L e m h  P)ilerah K h p k n  ......... 
Ditetqkan di ................. 
Pada bggal ....................... 
KepalaDesaSumber Bend0 
Ttd 
D i u r u h g h  di ............. 


















........ - Pa& hari hi, hari 
tanggal .............. 





-- Penghadap Pihak Kesatu dan P i  Kedua telah ding setyju dan 
semufakat untuk mengadakan Pejanjian Kerja Sama dengan syarat- 
syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai m t  : 
P a d  1. 
- Kedua belah pihak telah bemepakat untuk mengaddm kerjasama di 
bidang p e n j k  tepuag pamg mepk ........... mil& Pihak Pertam. 
-- P W  Kedwa mendapt w e w e q  dari Pertama mtuk 
mernasarhn tepmg posang merek ................. milik Pihak Perkma 
............. didaerahnya, yitu di ., 
Pasel 2. 
AN -
-- Kerja sama ini disepakati unNk jmgka waktu selama ........... 
- Pihak Kedua clapat meminta pepjangiiu jangka waktu kerja sama 
hi, b g a n  ketentuan pembe&&uan tedebih dahdu secara tertulis 
kepsda Pfhak Perkma, selambat-lambatnya 2 ~bulan sejak tanggat tar~ggal 
berakhi kerja sama yang disepakati. 
- Para pihak masing-masing @at menghentikm keja s a m  ini sobelurn 


















s e m  tertulis kqada p W  lainnya, selambat-lambatnya 2 bulan 
sebelum taggal pen- ke j a  sama yang disepalcati. 
ma!& 
SYARAT-SYARAT 
P i  Kedua mendapat wewenang W Pihuk Pertama untuk 
memasarkan repuug porang merek ..,..-..... milik P i  Pertaw 
dengan syarat-syamt dan lietentuan =bag& b e f i t  : 
C ......................... 
Pam1 3. 
JUMLAH DAN EARGA BARANG 
....... -- Pengambilan barang oleh P i  Keilua d i s e p W  setiap M i ,  
selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) sefiap bulmnya 
- Harga barang yang disepakati adalah ............... 
Pasal4. 
PENGAMBILAN KEUNTUNGAN YANG DISJXPAKATI 
-- Pam pihak sepakat bahwa P i  Kedua dapat mengambi kemwgan 
......... m a k s i  sebesar dari harga satuan b m g .  
Pasal5. 
EAK DAN KEWAJLBAN PARA PIIPAK 
Bm!h 
WANFRESTASI 
- Bilamana tajadi wanpstasi oleh P W  Kedua m h  P i  Kesatu 
dapat membatalkan secara sephk,  dan Phak bdua  tidak dapat 




















- Apabila timbul perbedaan pendrtpat atau p e m l i s k  di antara para 
pihak, sedapat mungkin diusahakan penyelesaian secara kekeluargaan 
dan m u s y a w d  unhrzc mufh t ,  akan tetapi bila masih juga tidak 
terdapat persesuaian, maka dapat ditempuh penyelesaian melalui 
Pengadilan. 
- Tentang hal ini dan akibat-akibatnya para pihak memilih tempart 
kedudukan (domicilie) umwn dm ti&& berubah di Kepsniteraan 
Pengadilan N e p i  Kabupaten Madim di ........................................ 
P a d  7. 
ADENDUM PEWANJIAN 
-- Hal-ha1 y q  belum atm tidak cukup diatur a a m  Pejanjian ini aka 
diatur dan diputus oleh kedua blah  pihak sebegitu jauh diperlulisn alran 
dilengkqi h g a n  suatu Perjanjian temdir i  yang mmpakan perii~cian 
dan penjelassln dari Pejanjian hi, d e w  ketentuan bahwa Perjanjian 
termaksud rnmpakan bagian yang ti& dapat dipisahkan dan nmjadi 
-- Demikian pejanjian keja sama i d  dibuat aleh para pihak tanpa 
adanya paksolan satu sarna lain. 
- Perjanjian ini d ibw mgkap dua, masing-dsg  bemeter& cukup. 
PIHAK PERTAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
